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MOTTO

Dan tolong- menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Terjemahan Q.S Al-Maidah: 2)*

* Abdullah Syukur. Al-Qur’an Terjemah. (Semarang: Asy-sifa, 2000). hlm. 225
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RINGKASAN

Dalam sistem alih daya (outsourcing) terdapat 3 pihak yakni pemberi
pekerjaan, perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja dan
pekerja/buruh itu sendiri. Hubungan kerja hanya pada pekerja/buruh dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis.
Perjanjian kerja dapat berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya
disebut PKWT/Pekerja Kontrak) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(selanjutnya disebut PKWTT/Pekerja Tetap). Perbedaan penafsiran dialami oleh
pekerja/buruh dan pemberi kerja mengenai perintah langsung dan tidak langsung
yang tidak mempunyai hubungan kerja, pekerja merasa tidak mempunyai
perlindungan hukum untuk statusnya kedepan apakah masih akan bekerja
diperusahaan yang sama maupun perusahaan berbeda dalam satu proyek yang
sama dengan perjanjian PKWT/kontrak maupun PKWTT/Permanen dalam hal ini
hak mendapatkan pesangon ataukah terus bekerja dikarenakan ketidakjelasan
siapa pimpinan sesunggunhya. Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU
Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan
perintah. Hal inilah yang memunculkan disharmonisasi pasal 65 ayat 2 huruf b
dengan Pasal 28 D ayat (1 dan 2) UUD RI 1945. Dari latar belakang tersebut
maka peneliti mengangkat judul tesis: “Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi
Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih
Daya (Outsourcing)”.

Tujuan penelitian tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Pertama,
mengkaji, menganalisis dan menjelaskan ratio legis hak pemberi kerja untuk
memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya (outsourcing) yang
secara hukum tidak memiliki hubungan kerja. Kedua, mengkaji, menganalisis dan
menjelaskan hak memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya
(outsourcing) berdasarkan prinsip-prinsip hubungan kerja. ketiga, mengkaji,
menganalisis dan menjelaskan konsep pengaturan kedepan agar hak pemberi kerja
dalam sistem alih daya (outsourcing) sesuai dengan prinsip - prinsip hubungan
kerja. Metode penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum
dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif
adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur
suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan
menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa
depan. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, penelitian hukum
dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai
preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan yang
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digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan historis (historical approach) serta pendekatan
konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian dalam tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) yang merupakan
jawaban atas rumusan masalah. Pertama, ratio legis hak pemberi kerja untuk
memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya (outsourcing) yang
secara hukum tidak memiliki hubungan kerja, disebutkan dalam ketentuan pasal 3
ayat 2 (b) Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yakni sebatas
untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan hal ini
dapat disebutkan dalam perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan
pekerja/buruh nya. Kedua, hak memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem
alih daya (outsourcing) bertentangan dengan prinsip - prinsip hubungan kerja
dikarenakan tidak adanya hubungan kerja dengan dalam perjanjian kerja, namun
untuk menciptakan prinsip kepastian hukum masing-masing pihak dapat
disebutkan hak memberikan perintah dalam isi perjanjian kerja baik dalam bentuk
PKWT/Pekerja kontrak ataupun PKWTT/Pekerja Permanen antara perusahaan
outsourcing dengan pekerja/buruhnya sehingga perintah yang diberikan dapat
terukur sesuai yang diperjanjikan kedua belah pihak. Ketiga, dalam konsep
kepastian hukum kedepan pengaturan hak pemberi kerja dalam sistem alih daya
(outsourcing) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan kerja dapat dilakukan
dengan melakukan revisi/perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan
hukum saat ini. Revisi/perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pada UU
Ketenagakerjaan tentang pengaturan sistem alih daya (outsourcing). Hal tersebut
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum perlindungan pekerja outsourcing
yang diwujudkan dalam perjanjian kerja, serta menghindari multitafsir terhadap
peraturan perundang-undangan.

Pada bagian akhir penelitian ini penulis akan memberikan saran. Pertama,
pemerintah lebih mengoptimalkan peranan pengawasan melalui Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawal, pendampingan, sosialisasi serta
melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing secara
berkala bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat
Pekerja Indonesia (SPSI) supaya aturan dan pelaksanaannya berjalan
berdampingan dan mengoptimalkan peran lembaga kerjasama tripartit yang terdiri
dari (Pemerintah, SPSI, dan APINDO). Kedua, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi segera menginstruksikan dinasnya di berbagai kabupaten/kota untuk
memerintahkan perusahaan outsourcing mencatatkan perjanjian kerjanya untuk
memastikan isi perjanjian sesuai regulasi yang ada, dalam hal ini mewujudkan
kepastian hukum pekerja/buruh. Ketiga, Pemerintah untuk segera membuat
regulasi jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang yang kedepannya
bisa menjadi acuan yang lebih jelas dan terukur terhadap pekerjaan yang bisa di
outsourcing sehingga prinsip kepastian hukum dapat terwujud dengan baik.
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SUMMARY

In the outsourcing system, there are 3 parties, namely the employer, the
company that employs work or the service provider of workers and workers /
laborers themselves. Work relations only with workers / laborers with workers'
service providers as outlined in written employment agreements. The work
agreement can be in the form of a Specific Time Work Agreement (hereinafter
referred to as PKWT / Contract Worker) and an Unspecified Time Work
Agreement (hereinafter referred to as PKWTT / Permanent Worker). Differences
in interpretation are experienced by workers and employers regarding direct and
indirect orders that do not have employment relations, workers feel they have no
legal protection for their future status whether they will still work in the same
company or different companies in the same project as the PKWT agreement /
contract or PKWTT / Permanent in this case the right to get severance pay or
continue to work due to the lack of clarity about who the leader is actually.
Employment relations based on Article 1 point 15 of the Manpower Law is the
relationship between employers and workers / laborers based on a work
agreement, which has elements of employment, wages and orders. This led to
disharmony of article 65 paragraph 2 letter b with Article 28 D paragraph (1 and
2) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. From this background, the
researcher raised the title of the thesis: "Principles of Legal Certainty of
Employers' Rights To Give Orders to Workers in the Transfer System
Outsourcing.

The purpose of this thesis research is divided into 3 (three) types,
namely: First, examine, analyze and explain the ratio of employer rights to give
orders to workers in outsourcing systems that do not legally have a working
relationship. Second, examine, analyze and explain the right to give orders to
workers in outsourcing systems based on the principles of employment relations.
third, reviewing, analyzing and explaining the concept of future arrangements so
that the rights of employers in outsourcing systems are in accordance with the
principles of employment relations. The research method used to obtain legal
material in the writing of this thesis is normative juridical. Normative legal
research is research that provides a systematic explanation of the rules governing
a particular legal category, analyzing the relationship between regulations
explaining areas of difficulty and possibly predicting future development. This is
in accordance with the prescriptive character of legal science, legal research is
carried out to produce legal arguments, new theories or concepts as prescriptive
in solving problems faced. The approach used in writing this thesis is the statute
approach and the historical approach as well as the conceptual approach.

The results of the research in this thesis are divided into 3 (three) which
are the answers to the problem statement. First, the ratio of the right of the
employer to give orders to workers in the outsourcing system that legally does not
have a working relationship, stated in the provisions of article 3 paragraph 2 (b)
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of Minister of Manpower and Transmigration Regulation Number 19 of 2012
concerning the conditions for partial submission of work to other companies
which is limited to giving an explanation of how to carry out work so that it is in
accordance with the standards set by the employer. Second, the right to give
orders to workers in outsourcing systems is contrary to the principles of work
relations because there is no working relationship with the work agreement, but
to create the principle of legal certainty each party can be mentioned the right to
give orders in the contents of the work agreement either in the form of PKWT /
contract workers or PKWTT / Permanent Workers between outsourcing
companies and their workers / workers so that the orders given can be measured
according to what both parties have agreed. Third, in the concept of future legal
certainty the arrangement of the rights of employers in outsourcing systems that
are in accordance with the principles of employment can be done by making
revisions / changes in accordance with the development of current legal needs.
The revisions / changes referred to in this matter are in the Manpower Law
concerning the arrangement of outsourcing systems. It aims to provide legal
certainty for the protection of outsourced workers embodied in work agreements,
as well as avoiding multiple interpretations of laws and regulations.

At the end of this study the author will give advice. First, the government
has optimized the role of supervision through the Ministry of Manpower and
Transmigration to oversee, assist, socialize and conduct periodic audits of
outsourcing companies together with the Indonesian Employers Association
(APINDO) with the Indonesian Workers' Union (SPSI) so that the rules and
implementation go hand in hand and optimize the role of tripartite cooperation
institutions consisting of (Government, SPSI, and APINDO). Secondly, the
Ministry of Manpower and Transmigration immediately instructed its offices in
various districts / cities to order outsourcing companies to record their work
agreements to ensure the contents of the agreement in accordance with existing
regulations, in this case realizing legal certainty of workers / laborers. Third, the
Government to immediately regulate the types of main work and future supporting
work can be a clearer and more measurable reference for work that can be
outsourced so that the principle of legal certainty can be realized properly.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarahi lahirnya hukumi perburuhan di duniai terkait erat dengani

revolusii industri yang terjadi di Eropai, khususnya di inggrisi pada abad ke-

19.Revolusii industri yangi ditandai dengan penemuan mesini uap telah mengubah

secarai permanen hubungani buruh dan majikan. Penemuani mesin juga telah

mempermudahi proses produksi, revolusi industrii menandai munculnya zaman

mekanisasii yang dikenal sebelumnyai. Ciri khas mekanisasi adalah hilangnya

industri kecili, jumlah buruh yang bekerjai di pabrik meningkat, anak-anaki dan

perempuan ikut diterjunkan ke pabriki dalam jumlah masal, kondisi kerja yang

berbahaya dani tidak sehat, jam kerja panjangi, upah sangat rendah dan

perumahani yang sangat buruk.1Indonesia dalam literatur hukumi perburuhan ada

riwayat hubungan perburuhani diawali dengan suatu masai yang sangat surami

yakni zaman perbudakan dani rodi.2Perbudakanizaman dahulu terjadi disebabkani

karena para raja,pengusahai yang mempunyai ekonomii kuat membutuhkani

orang yang dapat mengabdii kepadanya, sementara penduduk miskin yangi tidak

berkemampuan secara ekonomii saat itu cukup banyak ditimbulkan karena

rendahnyai kualitas sumberdaya manusiaisehingga tidak heran jikai praktik

perbudakan tumbuhi dengan suburi.

Seiring dengani kemerdekaan Indonesia tahuni 1945 dan berjalan waktu

maka hukumi ketenagakerjaan juga mengalamii perkembangan sesuai dengan

kondisi sampaii kemudian diberlakukannya Undang-undangi Nomor 13 Tahuni

2003 Tentang Ketenagakerjaani (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).

Pengaturan isistem alih daya (outsourcing) yangi diatur dalam pasali 64,65 dan 66

UU Ketenagakerjaani mulai memunculkan permasalahani dalam hubungan

industriali disatu sisi menurut pekerja/buruhi tidak memberikan perlindungan

hukumi atas hak-haknya dan disisi laini menurut pengusaha/perusahaani pemberi

1Lalu Husni.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi) (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014). hlm. 1.
2Ibid. hlm. 3.
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pekerjaani merupakan pilihan yangi dapat diambil dalam menjalankan

perusahaanyai.

Penggunaan jasa pekerja dalami sistem alihdaya (outsourcing) mempunyaii

keuntungan bagi perusahaaniseperti halnyai mempekerjakan pekerjai dengan

perjanjian  kerjai baik dengan Perjanjiani Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya

disebut PKWT/kontak) dani Perjanjian Kerja Waktui Tidak Tertentu (selanjutnya

disebut sebagai PKWTT/permanen)isesuai dengan UU Ketenagakerjaani.

Keuntungani dimaksud menurut ikalangan buruh antarai lain:3

1. Tidaki wajib membayari Tunjangan Hari Rayai setiap hari rayai
keagaamaani sesuai dengani ketentuan UU Ketenagakerjaani,
menghindari pembayarani pesangon dan haki normatif lainnya;

2. Melemahkan gerakani buruh, sebab dengani sistem ini buruh
enggani dan akut berorganisasii;

3. Perusahaani tidak terganggui dengan aksi buruhi seperti
demonstrasii, mogok dan laini sebagainya yangi mengancam
eksistensii produksi perusahaani;

4. Cost recruitmeni buruh, dan peningkatani kemampuan skilli buruh
tidak lagii menjadi tanggungi jawab perusahaani melainkan
penyediai jasa pekerja/buruhi.

Pemenuhan hak-haki tersebut diatas bukani tanggung jawabi perusahaan

pemberi kerjai, namun menjadii tanggung jawabi perusahaan

outsourcingisehingga hubungani kerja perusahaan pemberii kerja hanya dengani

perusahaan outsourcingisaja berdasarkani kontrak kerja yang telahi dibuat dan

disetujui keduai belah pihaki.Hubungan kerjai ini diawalii dengan dibuati serta

ditandatanganii perjanjian kerjai kedua belah pihaki, hanya ada dua pihak yaknii

pemberi kerjai dan pekerja/buruhi.Dalam menjalankan perintahi pemberi kerjai,

berbedai yang memberikan perintahi namun dilakukani oleh pekerjai.Pekerja

beradai dalam posisi lemahi dapat menerima perintahi dari perusahaan

outsourcingidan perusahaan pemberi kerjai.Hal ini sebagaimana terdapat dalam

pasali 65 ayat 2 (b) UU Ketenagakerjaani, berbunyi: “Dilakukanidengan perintah

langsungi atau tidak langsungi dari pemberi pekerjaani”. Ketentuan pasal dalam

UU ketenagakerjaani tersebut dirasa belumi mencerminkan pemenuhan atas

ketentuani dalam UUD RI 1945, Ketentuani Pasal 28 D UUD RI 1945 ayati 1

3Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional) (Setara
Press, 2015).hlm. 68.
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berbunyi : “Setiap orang berhaki atas pengakuan, jaminani, perlindungan, dan

kepastiani hukum yang adili serta perlakuani yang sama dihadapani hukum” dan

ayat 2 yangi berbunyi: “Setiapi orang berhak untuki bekerja serta mendapat

imbalani dan perlakuan yangi adil dan layaki dalam hubungani kerjai”.4

Ketentuan diatasi dapat diartikan berbeda-bedai untuk kepentinganyai, baik

untuk perusahaanioutsourcing maupuni perusahaan pemberi kerjai.Keduanya bisa

memberikani perintah, namun yangi melalukan penilaian kinerjai dan

memutuskani nasib para pekerja inilahi yang menjadi keresahani

pekerja/buruh.Kekaburani makna adalah indikasii ketidakpastian hukum.5

Sehingga terjadilahSelf Contradictory pasali 65 ayat 2 hurufi b denganiPasal 28 D

ayat (1 dan 2) Undang-undangi Dasar Negara Republiki Indonesia Tahun 1945

(Selanjutnya disebut UUD RI 1945).

Hubunganii kerja bersifat dinamisi, pekerja merasa tidaki mempunyai

jaminan kepastianihukum masa depannyai, apakah hanya terus menerusi sebagai

pekerja dengani status PKWT/kontakiataukah bisa menjadii pekerja dengan status

PKWTT/permaneni.Kekhawatiran iniididasari dalami sistem

alihdayai(outsourcing) tidak adanyai kepastian untuk menjadii pekerja/buruh

dengani status PKWTT/pekerjai permanen, hanya mendasarkani kebutuhan serta

pekerjaan yang diberikani oleh perusahaan pemberii kerja saja dengan durasii

waktu yang bervariasii. Penilaian- penilaiani yang bersifat subyektifi menjadi

penentuimasai depani status pekerjai apakah bisa diperpanjangi lagi ataukah

selesai kontrak makai akan berakhir hubungani kerjanya. Penilaian kinerjai disini

ditentukan dari kualitas pekerjaani yang dihasilkan serta tetap dalami durasi waktu

yang telah ditetapkan dan pihaki pemberi perintah lahi baik secara langsungi

maupun tidak yang dapati memberikan penilaiani mengenai kualitasi pekerja yang

dimaksud karena mengetahuii kinerjanya secara periodiki dari waktu ke

waktui.Namun jika yangi memberikan perintahi dua pihak yaknii perusahaan

outsourcingi dan perusahaan pemberii kerja bagaimana hasil akhiri dalam

penilaiani tersebut karena hal inilahi yang sangat dinantii pekerja/buruh karenai

4Ibid.hlm. 8.
5Aries Harianto.Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja) (LaksBang
PRESSindo Yogyakarta, 2016). hlm.2.
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berupa hasili penilaian kinerjai yang akan dibuati untuk memutuskani masa

depannyai.

UU Ketenagakerjaani memaknaisistemialih dayai (outsourcing)adalah

penyerahani sebagian pelaksanaani pekerjaan kepadai perusahaan laini atau

perusahaan penyediai jasa kerja.6 Ketentuani ini telah mengatur kegiatani alih

dayai adalah perjanjiani pemborongan pekerjaani atau penyedia jasa

pekerja/buruhisebagaimana disebutkan dalam pasali 64 UU

Ketenagakerjaanibahwa perusahaani dapat menyerahkan sebagiani pelaksanaan

pekerjaani kepada perusahaan lainnyai melalui perjanjian pemborongani

pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruhi yang dapat dibuat tertulisi. Dapat

diartikan juga bahwai dalam pelaksanaannyai dilakukan dengan perjanjiani secara

tertulis melaluii 2 (dua) cara, yakni perjanjiani pemborongan pekerjaani, atau

penyedia jasai kerja/buruh.

Dalam alihi daya (outsourcing) terdapati 3 pihak yaitui perusahaan

pemborongi pekerjaan atau perusahaani penyedia jasa pekerja, perusahaani

pengguna pekerja ataui perusahaan pemberi pekerjaani, dan pekerja/buruh itu

sendiri.Hubungani kerja yang terjadii pada sistem ini adalahi antara

pekerja/buruhi dengan perusahaan penerimai pekerjaan (Perusahaan outsourcing)

yang dituangkani dalam perjanjian tertulisi yang memenuhi semuai persyaratan

formil dan materiili sebagaimana dimaksudi dalam pasal 59 UU

Ketenagakerjaani.Hubungan kerja perusahaani dengan sistem alihi daya

(outsourcing) bersifati bebas yakni seseorangi tidak boleh untuk diperbudaki

namun lebih kepadai tetap adanya keseimbangani, hal ini dilarang karenai tidak

sesuai denganiUUD RI 1945 dan Pancasilai, namun secara sosiologisi pekerja

tidaklah bebasi sebagai seseorangi yang tidak mempunyaii bekal hidup

tanpaikeahliani dan hanya dengani tangannya sajai. Seorang pekerjai kadangkala

terpaksai menerima hubungani kerja dengan pengusahai meskipun hubungani itu

memberatkani pekerja sendirii, lebih-lebih sekarangi dengan banyaknyai tenaga

kerja yang membutuhkani pekerjaan yang tidaki sebanding dengan lapangan

pekerjaani yang tersediai.

6Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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Perjanjian kerja berdasarkani Pasal 1 angkai 14iUU Ketenagakerjaan

disebutkan bahwa: “Perjanjianikerja adalahi perjanjiani antara pekerja/buruhi

dengan pengusahai atau pemberi kerjai yang memuat syarat-syarati kerja, hak

danikewajibani para pihaki”.7Hubungan kerjaiberdasarkanPasali 1 angka 15 UU

Ketenagakerjaanidisebutkan bahwa:“Hubungani kerja adalahi hubungan antara

pengusahai dengan pekerja/buruhi berdasarkan perjanjiani kerja, yang mempunyai

unsuri pekerjaan, upahi dan perintahi”. Disamping ketigai unsur tersebut, untuk

adanyai perjanjian kerja harusi memenuhi ketentuani pasal 52 UU

Ketenagakerjaani, yaitu: “Perjanjiani kerja dibuat atasi dasar: a. kesepakatan

keduai belah pihaki, b. kemampuani atau kecakapan melakukani perbuatan

hukumi, c. adanya pekerjaani yang diperjanjikani; dan d.Pekerjaan yang

diperjanjikani tidak bertentangan dengani ketertiban umum, kesusilaani, dan

peraturan perundang-undangani yang berlaku”.8

Terdapati 2 (dua) hal pentingidalam hubungan kerjai berkaitan dengan

perusahaani pemberi pekerjaan dengani perusahaan pemborongi pekerjaan atau

perusahaani penyedia jasa pekerjai.Pertama, dalam hubungani antara perusahaan

pemberii pekerjaan dengan perusahaani pemborong pekerjaani atau perusahaan

penyediai jasa pekerja dapati diartikan sebagaii suatu hubungani hukum bisnis dan

kedua, hubungani kerja antara perusahaani dan pekerja outsourcingiadalah

hubungan kerjai antara pemberii kerja dan penerimai kerja sesuai dengani UU

Ketenagakerjaani.Dalam hubungan hukumi bisnis terjadi hubungan saling

keterkaitani antara perusahaani pemberi pekerjaan dengan perusahaani pemborong

pekerjaani atau perusahaan penyediai jasa pekerja yangi artinya salingi

menguntungkani. Perusahaan pemberii pekerjaan akan merasai puas apabila

pekerjaan yangi diberikan dapat diselesaikani dengan baik olehi perusahaan

penyediai jasa pekerja, dipihaki lain perusahaan pemborongi pekerjaan atau

perusahaan penyediai jasa pekerja mendapatkani imbalan berupa keuntungani dari

hasil pemborongani pekerjaan atau penyediai jasa pekerja untuki mengerjakan

pekerjaani.9Hubungan kerjai hendaknya menunjukkani kedudukan keduai belah

pihak yangi pada dasarnyai menggambarkan hak-haki dan kewajiban pekerjai

7Ibid. hlm.2.
8Ibid. hlm.12.
9I Nyoman Putu Budiartha, Hukum Outsourcing (Setara Press 2016) hlm. 123–124.
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terhadap pengusahai serta hak-hak dani kewajiban-kewajibani pengusaha

terhadapi pekerja didalami melakukan pekerjaani.

Khususiyang dibahas dalam tesis ini mengenaisistem perintah langsung dan

tidak langsung dalam sistem alih daya (outsourcing).Perusahaan outsourcing

melakukan hubungan kerja dengan pekerja sesuai hukum yang berlakunamun

setelahnya diserahkan kepada perusahaan pemberi kerja sebagai pengguna,

seringkalidalam pekerjaan diperintahkan secara langsung maupun tidak oleh

perusahaan pemberi kerjayang tidak ada hubungan kerja dalam perjanjian kerja.

Dalam hal ini pekerja/buruh berada di posisi lemah secara hukum namun

disisi lain juga membutuhkan pekerjaan untuk mencukupikehidupannya, disisi

lain dia diperintahkan oleh perusahaan yang secara hukum tidak mempunyai

hubungan hukum dalam perjanjian kerja. Sehubungan dengan hal tersebut penting

untuk dibahas lebih mendalamuntuk menguraikan dari aspek yuridis. Tesis ini

dibuat oleh penulis guna menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar

Magister Hukum (MH) dengan judul: “Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi

Kerja untuk Memberikan Perintah kepada Pekerja dalam Sistem Alih Daya

(outsourcing)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Apakah ratio legishak pemberi kerja untuk memberikan perintah kepada

pekerja dalam sistem Alih Daya (outsourcing)yang secara hukum tidak

memiliki hubungan kerja?

2. Apakah hak memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem Alih Daya

(outsourcing)tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip hubungan kerja?

3. Bagaimana konsep kepastian hukum pengaturan kedepan hak pemberi kerja

dalam sistem Alih Daya (outsourcing)yang sesuai dengan prinsip - prinsip

hubungan kerja?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian,

sebagai berikut :

1. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskanratio legishak pemberi kerja untuk

memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem Alih Daya

(outsourcing)yang secara hukum tidak memiliki hubungan kerja

2. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskanhak memberikan perintah kepada

pekerja dalam sistem Alih Daya (outsourcing)berdasarkan prinsip-prinsip

hubungan kerja

3. Mengkaji, menganalisis dan menjelaskankonsep pengaturan kedepan agar

hak pemberi kerja dalam sistem Alih Daya (outsourcing)sesuai dengan

prinsip - prinsip hubungan kerja.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, diharapkan mampu menghasilkan penelitian hukum yang

dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat untuk pengembangan

ilmu hukum di bidang ketenagakerjaan yaitu dengan cara mengkaji tentang

suatu peristiwa hukum merujuk kepada aturan hukum dan aturan hukum

dengan asas atau prinsip hukum yang melandasinya yaitu hak pemberi kerja

untuk memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem Alih Daya

(outsourcing)yang secara hukum tidak memiliki hubungan kerja

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan atau rekomendasi konstrukstif

berdasarkan analisis serta kajian mendalam bagi pemerintah untuk membuat

aturan hukum terkait prinsip kepastian hukum hak pemberi kerja untuk

memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem Alih Daya

(outsourcing)yang secara hukum tidak memiliki hubungan kerja.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis,

terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul “Prinsip Kepastian

Hukum Hak Pemberi Kerja untuk Memberikan Perintah kepada Pekerja dalam
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Sistem Alih Daya (outsourcing)” yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini.

Berikut ini pemaparan secara singkat  :

1) Penulisan Tesis yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Irawan Harimurti,

dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta. Dengan judul: “Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga

Kerja Kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak Untuk jangka

waktu jangka pendek (outsourcing) (analisis yuridis terhadap Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”.

Rumusani masalahi dalam tesisi ini, pertamaapakah pengaturan outsourcing

dalamiUndang-undangi Nomor 13i Tahuni 2003 Tentangi Ketenagakerjaani

sudahi sinkroni dengan peraturani Perundang-Undangani yang lebihi tinggii dan

sederajati, keduaimengapa terjadii kontroversii bahwaiUndang-undangi Nomori

13 Tahuni 2003 Tentangi Ketenagakerjaani melanggari hak-haki Tenaga Kerjai,

ketigabagaimanaikonsepi ideal untuki mengaturi permasalahani ketenagakerjaani

dalam rangkai menjamini hak-hak tenagai kerja. Kesimpulani dalam penulisani

tesis inii,pertamaterdapatiketidaksinkronani baik secarai horizontal maupuni

vertikali antara Undang-undangi Nomor 13 Tahun 2003i Tentang

Ketenagakerjaani dengan Peraturani Perundang-undangani yang lebihi tinggii

maupuni sederajati. Dasari hukumi diberlakukannyaiAlih

Dayai(outsourcingi)dalami Undang-undangi Nomori 13 Tahuni 2003 Tentangi

Ketenagakerjaani tidaki sinkroni dengan Peraturani peraturani per Undang-

undangani yang lebih tinggii ataupun sederajati, diantaranyai adalah dengani

Undang-undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahun 1945i pada

Pembukaani alinea 4i, Pasal, 27i (2), 28ii ayati 4, Pasal 33i ayat 1i dan 4i, Pasal

88i Undang-undangiNomor 13i Tahun 2003i Tentangi Ketenagakerjaani, Pasali

8i, Pasali 11i, Pasal 38  Undang-undangiNomor 39i Tahun 1999i Tentang

HakiAsasi Manusiai dan Pasali 7 Undang-undangiNomor 11i Tahun 2005itentang

ratifikasii kovenani internasionali hak ekonomii, Sosial dani Budayai.

Kedua,dalamipraktek sehari-harii, “outsourcing”i selama inii diakui lebihi

banyak merugikani hak pekerjai. Hal tersebuti dapat terjadio karena sebelumi

adanya Undang-undangi Nomor 13 Tahuni 2003 Tentangi Ketenagakerjaani tidak
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adai satupun peraturani perundang-undanganidi bidangi ketenagakerjaani yang

mengaturi perlindungani terhadap pekerjai dalam pelaksanaanioutsourcingi.

Hali inilah yangi menyebabkani timbulnya kontroversii terhadap

outsourcingiyangi tentunya menjadii masalah tersendirii bagi perusahaani

khususnya lagiibagii tenaga kerjai.Olehi sebab itui terdapat proi dan kontrai

terhadapi penggunaan outsourcingi, karena ternyatai terkait

denganipemanfaatanioutsourcingi di Indonesiai terdapat beberapai pendapati yang

proi dan kontrai.Ketigai,solusi dalami mengatasi masalahi atau

kontroversiioutsourcingi tersebuti, penulis menganalisisnyai dengan

menggunakani teorii dari Kranenburgi yang dinamakani Teori keseimbangani,

yakni dengani kesadarani hukum orangi menjadii sumber hukumi, hukumi itu

berfungsii menuruti suatu dalili yang nyatai. dalam kaitannyai dengan

implementasiioutsourcingi secara tegasi menyebutkani bahwa tugasi negara

secarai politisi dalam memenuhii kebutuhani rakyatnyai dan untuki

merealisasikani diperlukan keseimbangani bahwa negarai dalam perspektifi

politiki juga berusahai meujudkani pemenuhani kebutuhani masyarakati melalui

perencanaani pembangunani dan administrasii negarai yang merealisasikani atau

melaksanakannyai. Oleh karenai itu, pelaksanaanioutsourcingi harus melindungii

hak pekerjai bukani semata-matai pelaksanaani perundang-undangani (law

enforcement)i. faktori di atasi perlu mendapatkani perhatiani dalam pelaksanaani

outsourcingi. Hal inii dimaksudkani agar pekerjai benar-benari mendapatkani

perlindungani yang layaki sesuaii dengani haki yang merekai milikii.

Disampingi itu perlindungani bagi pekerjai merupakani faktori yang sangati

pentingi di dalami rangkai menciptakani keseimbangani dalami hubungan

kerjai,sehinggai terwujudlahi keadilani sosial yangi meratai di bidangi

ketenagakerjaani sesuai dengani landasani pancasilai dan Undang-undangi Dasar

1945i. Sarani dalami tesis inii, pertamaiUndang-undang iNomor 13 Tahuni 2003

Tentangi Ketenagakerjaani beserta paketi revisinyai adalah salahi satu bentuki re-

regulasii yang bermaknai deregulasii atas hukumi perburuhani yang sejatii.

Karenai itu perlui dilakukani re-regulasii atau amandemeni atas hukumi

perburuhani yang sudahi terderegulasii yang mengaturi khusus

tentangioutsourcingi.Sebagaii proteksii atasi hak-hak buruhi yang dirampasi oleh

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10

regulasii barui.Sehinggai nantinyai diharapkani dapat sinkroni atau palingi tidaki

dapati meminimalisiri ketidaksinkronani dengan Peraturani Perundang-undangani

yangi lebih tinggii maupuni yang sederajati.Keduai,kewajibanipengusahai atau

perusahaani adalah berkomunikasii dengani buruh ataui pekerjai, melaluii

serikatiburuhi keputusani bisnis yangi berdampaki pada buruhi atau

pekerjaioutsourcingi, sehinggai kontroversi dapati segera

diredami.Ketigai,kewajibaniPemerintahi untuk menjembatanii pengusahai dan

tenagai kerja harusi dipenuhii, salahi satunya dengani membuati regulasii yang

dapati memberiaki rasai keadilani keduai belah pihaki.sehinggai nantinyai harus

adai pengertiani dan kesepahamani antarai Pemerintahi, Pengusahai dani

Pekerja/buruhi dalami hal pembentukani regulasii yang mengaturi khusus

mengenaiioutsourcing yangi berkeadilani sosiali bagii seluruhi rakyati

Indonesiai.Metodei Penelitianidipergunakani adalah Yuridisi Normatifi.

2) Penulisan Tesis yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Aninditha Budi

Prihapsari,S.H. dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember. Dengan judul: “Asas Perlindungan Pekerja / Buruh

Dalam Sistem Alih Daya(Outsourcing)”.

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: pertama,apakah sistem

alih daya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

telah sesuai dengan asas-asas perlindungan bagi pekerja/buruh.kedua, apakah

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 telah memenuhi

perspektif asas-asas perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Kesimpulan dalam

tesis ini adalah: pertama, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja alih

daya yang diatur pada UU Ketenagakerjaan antara lain adalah perlindungan atas

hak-hak dasar pekerja/buruh, upah, jasa, dan Jamsostek, Berdasarkan hal tersebut

membuktikan bahwa UU Ketenagakerjaan (bab 2 pasal 2, 3, 4, pasal 88 ayat (1)

pasal 81, 82, 86) berikut peraturan pelaksanaanya (Kepmenakertrans

NomorKep.100/MEN/VI/2004 tentang PKWT jo.Kepmenakertrans

NomorKep.101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perijinan Perusahaan penyedia

jasa Pekerja/Buruh jo. Kepmenakertrans NomorKep.220/MEN/X/2004 tentang

syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain)
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telah sesuai memberikan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi

pekerja/buruh yang sesuai dengan asas-asas perlindungan bagi pekerja/buruh.

Kedua, Adanya putusan MK terkait dengan uji materil Pasal 59, Pasal 64, Pasal

65 kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf (b) Undang-Undang

Ketenagakerjaan ini, Pengusaha dapat menerapkan sistem outsourcing dengan

status PKWT sepanjang PKWT memuat klausul yang memberi jaminan

perlindungan hak pekerja/buruh bahwa hubungan kerja pekerja/buruh yang

bersangkutan akan dilanjutkan pada perusahaan berikutnya, dalam hal objek

kerjanya tetap ada. Bila objek pekerjaan itu tetap ada sedangkan syarat pengalihan

perlindungan hak tidak diatur di dalam PKWT, hubungan kerja pekerja/buruh

berupa PKWTT. Secara teknis, syarat PKWT bisa diatur pada bagian penutup

perjanjian. Pada akhirnya, klausul itu berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai

bentuk hubungan kerja, apakah berbentuk PKWT atau PKWTT, Hal tersebut telah

memenuhi perspektif asas perlindungan bagi pekerja/buruh.

Saran dalam tesis ini adalah: pertama, Pemerintah dalam hal ini sebaiknya

merevisi kembali pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan

sistem alih daya, yang mana dalam revisinya itu harus melanjutkan semangat yang

terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011,

sehingga yang terdapat dalam revisi selanjutnya tidak merugikan kepentingan

pekerja/buruh alih daya dan para pengusaha atau penyedia jasa alih daya tidak

memiliki celah lagi untuk melakukan penyimpangan. Kedua, Dengan adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi ini, perusahaan penyedia jasa alih daya harus

menyatakan dengan tegas dalam perjanjian kerjanya, terkait dengan perlindungan

hak-hak bagi pekerja dalam hal objek kerja dan keberlangsungan pekerjaan yang

sesuai dengan hak-hak pekerjademi terwujudnya suatu tertib hukum dan tidak

adanya saling melempar tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

Metode Penelitian dipergunakan adalah Yuridis Normatif.
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TABEL ORISINALITAS PENULISAN

No Nama/In
stansi/T

ahun

Judul Metode
Penelitian

Hasil Penelitian Unsur
Kebaruan

Tesis
1 Irawan

Harimurt
i,
/Program
pascasarj
ana
universit
as
sevelasm
aret
s u r a k a
r ta/2010

JaminanTe
rhadapPem
enuhan
Hak
Tenaga
KerjaKaita
nnyadenga
nlegalisasi
sistem
pekerjakon
trak Untuk
jangka
waktu
jangka
pendek(out
sourcing)
(analisis
yuridis
terhadap
undang-
undang
nomor 13
Tahun
2003
Tentang
ketenagake
rjaan)10

Yuridis
Normatif

1. Terdapat ketidaksinkronnan
baik secara horizontal
maupun vertikal antara
Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan
Peraturan Prundang-undangan
yang lebih tinggi maupun
sederajat.

2. Dasar hukum diberlakukannya
outsourcing (Alih Daya) dalam
UU Nomor13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, tidak
sinkron dengan Peraturan
peraturan per Undang-
Undangan yang lebih tinggi
ataupun sederajat, diantaranya
adalah dengan UUD 1945 pada
Pembukaan alinea 4, Pasal, 27
(2), 28i ayat 4, Pasal 33 ayat 1
dan 4, : Pasal 88 UU Nomor
13 Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 38  UU Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM
dan Pasal 7 UU Nomor 11
Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Kovenan Internasional Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya

3. Dalam praktek sehari-hari,
“outsourcing” selama ini
diakui lebih banyak merugikan
hak pekerja. Hal tersebut dapat
terjadi karena sebelum adanya
UU Ketenagakerjaan, tidak ada
satupun peraturan perundang-
undangan di bidang
ketenagakerjaan
yang mengatur perlindungan
terhadap pekerja dalam
pelaksanaan outsourcing. Hal
inilah yang menyebabkan
timbulnya kontroversi terhadap
outsourcing yang tentunya
menjadi masalah tersendiri
bagi perusahaan khususnya

Tesis ini
mengulas
analisis
jaminan
pemenuhan
hak
pekerjaoutso
urcing
dengan
menggunaka
n perjanjian
kerja waktu
tertentu
(PKWT),
yang
menurut
penulis
masih belum
cukupmemb
erikan
perlindungan
hukum
kepada
pekerjaoutso
urcing
karena
konflik
norma yang
masih terjadi
hingga saat
ini

10Irawan Harimurti, Tesis: "Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kaitan Dengan
Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek".Surakarta, 2010.
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lagi bagi tenaga kerja. Oleh
sebab itu terdapat pro dan
kontra terhadap penggunaan
outsourcing, karena ternyata
terkait dengan Pemanfaatan
outsourcing di Indonesia,
terdapat beberapa pendapat
yang Pro dan Solusinya
dengan menggunakan teori
dari Kranenburg yang
dinamakan Teori
keseimbangan, yakni dengan
kesadaran hukum orang
menjadi sumber hukum,
hukum itu berfungsi menurut
suatu dalil yang nyata. dalam
kaitannya dengan
implementasi outsourcing
secara tegas menyebutkan
bahwa tugas negara secara
politis dalam memenuhi
kebutuhan rakyatnya dan
untuk merealisasikan
diperlukan keseimbangan
bahwa negara dalam perspektif
politik juga berusaha
mewujudkan pemenuhan
kebutuhan masyarakat melalui
perencanaan pembangunan dan
administrasi negara yang
merealisasikan atau
melaksanakannya. Oleh karena
itu, pelaksanaan outsourcing
harus melindungi hak pekerja
bukan semata-mata
pelaksanaan perundang-
undangan (law enforcement).
faktor di atas perlu
mendapatkan perhatian dalam
pelaksanaan outsourcing. Hal
ini dimaksudkan agar pekerja
benar – benar mendapatkan
perlindungan yang layak
sesuai dengan hak yang
mereka miliki. Disamping itu
perlindungan bagi pekerja
merupakan faktor yang sangat
penting di dalam
rangkamenciptakan
keseimbangan dalam
hubungan kerja, sehingga
terwujudlah keadilan sosial
yang merata di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan
landasan pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945
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No Nama/In
stansi/T

ahun

Judul Metode
Penelitian

Hasil Penelitian Unsur
Kebaruan

Tesis
2 Anindith

a Budi
Prihapsar
i, S.H.
dari
Program
Magister
Ilmu
Hukum
Fakultas
Hukum
Universit
as
Jember/2
015

Asas
Perlindung
an Pekerja
/ Buruh
Dalam
Sistem
Alih Daya
(Outsourci
ng). 11

Yuridis
Normatif

1. Pertama, perlindungan
hukum yang diberikan kepada
pekerja alih daya yang diatur
pada UU Ketenagakerjaan
antara lain adalah
perlindungan atas hak-hak
dasar pekerja/buruh, upah,
jasa, dan Jamsostek,
Berdasarkan hal tersebut
membuktikan bahwa UU
Ketenagakerjaan (bab 2 pasal
2, 3, 4, pasal 88 ayat (1) pasal
81, 82, 86) berikut peraturan
pelaksanaanya
(Kepmenakertrans
NomorKep.100/MEN/VI/200
4 tentang PKWT jo.
Kepmenakertrans
NomorKep.101/MEN/VI/200
4 tentang tata cara perijinan
Perusahaan penyedia jasa
Pekerja/Buruh jo.
Kepmenakertrans
NomorKep.220/MEN/X/2004
tentang syarat-syarat
penyerahan sebagian
pelaksanaan Pekerjaan kepada
Perusahaan lain) telah sesuai
memberikan jaminan atas
perlindungan dan kepastian
hukum bagi pekerja/buruh
yang sesuai dengan asas-asas
perlindungan bagi
pekerja/buruh.

2. Kedua, Adanya putusan MK
terkait dengan uji materil
Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65
kecuali ayat (7) dan Pasal 66
kecuali ayat (2) huruf (b)
Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini,
Pengusaha dapat menerapkan
sistem outsourcing dengan
status PKWT sepanjang
PKWT memuat klausul yang
memberi jaminan
perlindungan hak
pekerja/buruh bahwa
hubungan kerja pekerja/buruh
yang bersangkutan akan
dilanjutkan pada perusahaan

Dalam tesis
ini
membahas
bahwa
perlindungan
pekerja/buru
h saat ini
telah  sesuai
dengan
ketentuan
UU
Ketenagaker
ja dan
peraturan
terkait
dibawahnya.

11Aninditha Budi Prihapsari, Tesis : ” Asas Perlindungan Pekerja / Buruh Dalam Sistem Alih Daya
(Outsourcing), Jember, 2015.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15

berikutnya, dalam hal objek
kerjanya tetap ada. Bila objek
pekerjaan itu tetap ada
sedangkan syarat pengalihan
perlindungan hak tidak diatur
di dalam PKWT, hubungan
kerja pekerja/buruh berupa
PKWTT. Secara teknis, syarat
PKWT bisa diatur pada
bagian penutup perjanjian.
Pada akhirnya, klausul itu
berfungsi sebagai alat ukur
untuk menilai bentuk
hubungan kerja, apakah
berbentuk PKWT atau
PKWTT, Hal tersebut telah
memenuhi perspektif asas
perlindungan bagi
pekerja/buruh

Berdasarkan hal tersebut diatas setelah penulis membaca dengan seksama,

mempelajarinya dan membandingan dengan tesis penulis maka tesis mahasiswa

tersebut diatas berbeda dengan tesis penulis tulis sehingga hasil penelitian penulis

tidaklah sama dengan kedua tesis tersebut dan merupakah hasil pemikiran penulis

sendiri. Perbedaan itu meliputi judul, rumusan masalahpembahasan, kesimpulan

serta saran.

1.5 Metode Penelitian

Penelitiani ini tentunya harusi menentukan metodei penelitian yang

akanidigunakani. Metodepenelitiani dapat didefinisikanimerupakan suatui cabang

ilmu yang membahasi berbagai cara atau metodei yang digunakan dalam suatui

penelitiani.Metodepenelitian yangi dipergunakan untuk memperolehi bahan

hukum dalami penulisan tesis inii adalah Yuridisi Normatifi. Penelitian hukum

normatifi adalah penelitian yang memberikani penjelasan sistematisi aturan yang

mengaturi suatu kategori hukumi tertentu, menganalisisi hubungan antara

peraturani menjelaskan daerah kesulitani dan mungkin memprediksi

pembangunani masa depani.Hal ini sesuai dengani karakter preskriptifi ilmu

hukumi. Penelitian hukum dilakukani untuk menghasilkan argumentasii hukum,

teori ataui konsep baru sebagaii preskriptif dalami menyelesaikan masalahi yang

dihadapii.
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1.6 Pendekatan Masalah

Sehubungani dengan penelitian normatifi, pendekatan yangi digunakan

dalam penulisani tesis ini adalah pendekatani Perundang-undangani (statute

approach) danipendekatan historisi (historical approach) sertaipendekatani

konseptuali (conceptual approach).Pendekataniperundang-undangani (statute

approach) akanimemberikan kesempatanibagi penelitii untuk mempelajari dan

menelaahilebih dalam dani secara luas aturani perundang-undanganiterkait dengan

isui hukum yang sedangi ditanganii. Bagi penelitian untuki kegiatan akademisi,

peneliti perlu mencariiratio legisidan dasar ontologisilahirnya undang-

undangitersebut. Dengan mempelajariiratio legisi dan dasar ontologisi suatu

undang-undangi, peneliti mampu menangkapi kandungan filosofii yang ada di

belakangiundang-undangi, sehingga peneliti dapat menyimpulkani mengenai ada

tidaknyai benturan filosofisi antara Undang-Undangidengan isu hukumi yang

dihadapii.12

Prosesi untuk menemukaniratio legis dan dasariontologisundang-

undangimaka peneliti harusi merujuk pada naskahi akademik dan rancangani

undang-undangi untuk mengetahui latar belakangi mengapa undang-undangi itu

dibuati.13Metode pendekataniperundang-undangani dilakukan dengani menelaah

semua undang-undangi dan regulasi yang bersangkuti paut dengan isu hukum

yang sedangi dibahas.14 Untuk tujuani praktis pendekatani undang-undang

iniiakan membukai kesempatan bagi penelitii untuk mempelajarii adakah

konsistensii dan kesesuaiani antara undang-undang idengan undang-undangi

lainnya ataui antara undang-undangi dengan undang-undangi dasar atau antara

regulasii dengan undang-undangi. Hasil dari telaah tersebuti merupakan suatu

argumeni untuk memecahkani isu yang akan diselesaikani. 15 Sedangkan

penelitiani untuk tujuan akademis dilakukani dengan cara mencari ratio legisi dan

dasar ontologisi lahirnya undang-undangi dan selanjutnya dapati menangkap

12Ibid. hlm. 93–94.
13Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (cetakan kedua,
Sinar Grafika, 2015). hlm. 114.
14Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, hlm. 133.
15Ibid.
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kandungani filosofii yangi ada dibelakangi undang-undangi.16 Metode

pendekatani ini dipergunakan sebagaii pisau analisis untuki mendapatkan

kesimpulani mengenai Self Contradictoryi hukum pasal 65 ayati 2 huruf

bUUKetenagakerjaaniyang berbunyi sebagaii berikut: “dilakukanidengan

perintahi langsung atau tidaki langsung darii pemberi pekerjaani”yang akan

dibahas khususi oleh penulis yakni mengenaii penyediaan jasai pekerja/buruh

kaitani dengan pemberiani perintah oleh perusahaani pemberi kerja yang tidaki

terikat dalam hubungani kerja namun memberikani perintah kepadai

pekerja/buruhioutsourcing, sehinggai nantinya akan diketahuii apakah ketentuani

dalam perundang-undangani mengenai alih daya (outsourcing)i ini antaraprakteki

sesuai atau tidaki dengan peraturani hukumnya dan padai bagian akhir

imerekomendasikan bagaimanaisolusi untuk jaminani kepastian hukumi

perlindungan haki konstitusional pekerjaioutsourcing.

Pendekatani konseptual adalahi pendekatan dari pandangani-pandangan

dan doktrin-doktrini yang berkembangidi dalam ilmu hukumi yang manakala

dilakukani peneliti tidak beranjaki dari aturan hukum yang adai. Hal ini

dilakukani karena memang ibelum ada atau tidaki ada aturan hukumi untuk

masalahi yang dihadapii.Dalam menggunakani pendekatan konseptuali peneliti

perlu merujuki prinsip-prinsipi hukum yang dapati ditemukan dalami pandangan-

pandangani para sarjana hukumi ataupun doktrin-doktrini hukum.Dengan

mempelajarii pandangan-pandangani dan doktrin-doktrini di dalam ilmu hukumi,

peneliti akan menemukani ide-ide yang melahirkani pengertian-pengertiani

hukum, konsep-konsepi hukum, dan asas-asasi hukum yang relevani dengan isu

yang dihadapii. Pemahaman terhadapi hal- hal tersebut menjadii penting bagi

penulisi karena akan dapati dipergunakan untuki menganalisisi setiap

permasalahan yang terjadii dan untuk mencari jawabani mendasarkan pada

ketentuani perundang-undangani yang berlakui.17 Dalam pendekatani ini

akanmenggunakani asas konsesualismei (pasal 1320 dan 1338 KUHperdata) dan

doktrin- doktrini mengenaii kepastian hukumi.

16Ibid,hlm. 134.
17Ibid, hlm. 136.
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Konsep-konsepi dan ide-ide hukumi dapat membantu penulisi untuk

membanguni preskripsi yang terkaiti dengan konsep peraturani hukum

kedepanimengenaiiPrinsip kepastian hukumihak pemberii kerja untuk

memberikani perintah kepadai pekerja dalam sistemiAlih Daya (outsourcingi).

Sehingga aturaniperundang-undangani yang bertentangan diharapkani dengan

memakaii pendekatan konseptuali akan memperoleh konsepi aturan hukum

kedepani, kepastian hukumi yang adil serta perlakuani yang sama di hadapani

hukum.

Pendekatan historisi (historical approach) dilakukani dalam kerangka

pelacakan sejarahi lembaga hukumi dari waktu ke waktui, pendekatan ini sangat

membantui peneliti untuk memahamii filosofi dari aturani hukum dari waktu ke

waktui.18 Disamping itui, melalui pendekatani demikian peneliti jugai dapat

memahamii perubahan dan perkembangani filosofi yang melandasiipembentukan

UU Ketenagakerjaani.Dengan menggunakani pendekatan historis, penelitii dapat

menelaah perkembangani norma-norma hukum dari waktu ke waktui, yaitu untuk

memenuhi kebutuhani masyarakat, menjamin kepastiani, ketertiban dan

perlindungan hukumi.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Untuk melakukan analisis, memahami serta dapat menemukan solusi dalam

tesis mengenai hukum ketenagakerjaan ini khususnya mengenai perintah dalam

sistem penyediaan jasa pekerja, maka memerlukansumber hukum dalam

penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum

sekunder.19

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas yang dalam tesis ini terdiri dari :

1) Undang-undangiDasar Negarai Republiki Indonesia Tahun 1945. 20

2) Undang-UndangNomor 13i Tahun 2003i Tentang Ketenagakerjaani. 21

18Ibid, hlm. 166.
19Ibid. hlm. 181.
20Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n 1).
21Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n 3).
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3) Peraturan Presideni Republik Indonesia Nomori 21i Tahun  2010i

TentangPengawasan Ketenagakerjaani. 22

4) Peraturani Menteri Tenagai Kerja dan TransmigrasiiNomor 19i Tahun

2012iTentang Syarat-Syarati Penyerahan Sebagiani Pelaksanaan Pekerjaani

kepada Perusahaani Lain. 23

5) Keputusan Menteri Tenagai Kerja dan iTransmigrasi Republik Indonesia

Nomor:KEP.100/MEN/VI/2004i Tentang iKetentuan pelaksanaan Perjanjian

Kerja Waktui Tertentu.24

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.25

1.8 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari

praktek dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:26

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan

yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

22Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawas Ketenagakerjaan.
23Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.
24‘Kepmenakertrnas-KEP-100-MEN-VI-2004-Tentang-Ketentuan-Pelaksanaan-Kerja-Waktu-
Tertentu..
25Peter Mahmud Marzuki, (n 14), hlm. 181.
26Peter Mahmud Marzuki (n 11),hlm. 171.
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Hasil dari proses analisis tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk

pembahasan dengan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah

dibangun didalam kesimpulan. Proses langkah diatas sesuai dengan karakter ilmu

hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan

norma-norma hukum.27Dengan demikian diharapkan di dalam penulisan tesis ini

dapat memperoleh hasil jawaban atas rumusan masalah yang dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah.

27Ibid.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Alih Daya (outsourcing)

Outsourcingi dalam Bahasa Indonesiai diartikan sebagai “alih daya”i. 28

Dalam praktiki, pengertian dasarioutsourcingadalah pengalihani sebagian atau

seluruh pekerjaani dan atau wewenangi kepada pihak lain gunai mendukung

strategi pemakaii jasa outsourcingbaik pribadii, perusahaan, devisi ataupuni

sebuah unit dalami perusahaan.29 Jadi pengertianioutsourcinguntuk setiapi

pemakai jasanyaiakan berbeda-bedai semua tergantungi dari strategi masing-

masingi pemakai jasanyai, baik itu individui, perusahaan atau devisii maupun unit

tersebuti.Outsourcing itu terdirii dari dua kegiatan, yaknii pertama untuk

mendapatkani supplai tenaga kerja dari luari dan outsourcing untuki mendapatkan

suku cadangi, suku cadang ini dapati bermakna ganda  bisa diartikani suku

cadang dalam bentuki tenaga kerja baru/buruh dani juga suku cadang dalam

bentuk materiali /alat.30

Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger yang dikutip Amin Widjaja

Tunggal, mengartikan:31

“outsourcingiis a processi which resourcesi are purchase from
othersi through ling-termi contracts insteadi of being made withi
the companyi (for example, Hewlett Packardi buys its laser
engines fromi canon for HP’s laser jet printersi), to strategic
alliancesi, in which partnershipsi”.

“(outsourcingadalah suatu proses yang mana seluruh barang
diadakan dari pihak lain melalui kontrak-kontrak jangka Panjang
yang dilakukan oleh perusahaan (misalnya Packard mengadakan
mesin-mesin lasernya dari canon untuk printer-printer laser jet)
perusahaan Hewlett Packard itu sendiri)”.

Selanjutnya Mason A. Carpenter dan Wm. Gerland Sanders, yang dikutip

oleh Amin Widjaja Tunggal, mengatakan:

28Komang Priambada & Agus Eka Maharta, Outsourcing versus serikat pekerja? (Alih daya
publishing 2008). hlm. 12.
29Ibid.
30Rinto W. Samaloisa, Outsourcing (Kontradiksi antara Konsep Hukum dan Praktik) (Media
Nusa Creative, 2016). hlm. 31.
31Amin Widjaja Tunggal, Outsourcing konsep dan kasus (Harvindo, 2008). hlm. 11.
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“Outsourcingi is activityi performance for companyi by people
other thani its full-time employessi” (Outsourcing adalah
pekerjaani yang dilakukan untuki perusahaan olehi orang-orang
yang bukani pekerja full-time perusahaani itu sendiri ).

“Outsourcingi is contracting with externali suppliers to performi
certain partsi of a company’s normali value chaini of activities.
Value chaini is total primary andi support value-addingi activities
by whichi a firm producesi, contributes, and market producti”.32

(outsourcingdilakukani melalui kerjasama dengani supplier-
supplier dari luari untuk mengerjakan bagian-bagiani tertentu
rangkaian-rangkaiani pekerjaan-pekerjaani yang biasa dilakukani
perusahaani. Rangkaian pekerjaani adalah keseluruhan pekerjaani
utama dan penunjangi yang dilakukan perusahaani untuk
memproduksii, mendistribusikan,dani memasarkan sebuah
produk)i.

Menurut Amin Widjaja Tunggali,33 yang dimaksud dengani alih dayai

(outsourcing) adalah:

“Proses pemindahani pekerjaan dan layanani yang sebelumnya
dilakukani didalam perusahaani ke pihak ketigai.”

Selanjutnya Amin Widjaja Tunggal juga mengatakan :34

“Outsourcingadalahi usaha mendapatkani tenaga ahli sertai
mengurangi bebani dan biaya perusahaan dalami meningkatkan
kinerja perusahaani agar dapat terusi kompetitif dalami
menghadapi perkembangan iekonomi dan teknologii global
dengan menyerahkani kegiatan perusahaan kepadai pihak laini
yang tertuangi dalam kontraki.”

Dalam bidang ketenagakerjaani, outsourcingdiartikan sebagaii pemanfaatan

tenaga kerjai untuk memproduksi ataui melaksanakan suatu pekerjaani oleh suatu

pekerjaan, melaluii perusahaan penyedia/pengarahi tenaga kerja.35Ini berarti ada

perusahaani yang secara khususi melatih/mempersiapkani, menyediakan,

mempekerjakani tenaga kerja untuki kepentingan perusahaan laini.Perusahaan

inilah yang mempunyaii hubungan kerja secarai langsung dengan ipekerja/buruh

yang idipekerjakan.36

32Ibid, hlm. 12.
33Ibid, hlm. 11.
34Ibid.
35Libertus Jehani, Hak-hak karyawan kontrak (Jakarta Praminta Offset 2008). hlm. 1.
36Ibid.
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Dalami bidang managemeni, outsourcingdiartikani berupa pendelegasiani

operasi dani managemen hariani suatu proses bisnisi pada pihak luari (perusahaan

penyediai jasa outsourcingi). Outsourcingiawalnya merupakani istilah dalam

dunia bisnisi untuk memenuhi kebutuhani tenaga kerja suatu iperusahaan dengan

mendatangkani dari luar perusahaani.Merupakan bisnisi kemitraan dengani tujuan

memperolehi keuntungan bersamai, membuka peluang bagii berdirinya

perusahaan-perusahaani baru di bidangi penyedia jasa tenaga kerjai, serta efisien

bagi dunia usahai.Pengusaha tidak perlui disibukkan dengani urusan yang tidaki

terlalu pentingi yang banyak memakani waktu dan pikirani karena hal tersebuti

bisa diserahkani kepada perusahaani yang khusus bergerakidi bidang tersebut.37

Walaupunioutsourcing tidaklahi sama dengan lembagaipenempatan tenagai

kerja sebagaimanai ketentuan pasali 37 UU ketenagakerjaani, akan tetapi

perusahaani penyedia atau pengarahi jasa pekerja/buruhi menyerahkan

pekerja/buruhi kepada perusahaani pemberi kerjai dan hubungani kerjanya

dilakukani langsung antarai perusahaan pemberii kerja dan pekerja/buruhi,

disebuti pengerahan/penempatani tenaga kerjai atau labour supplayi ‘murni”

sebagaimanai dimaksud dalam pasali 31-38. Maka hali ini bukan

termasukioutsourcingi, dengan demikiani ada perbedaan antaraioutsourcing

dengan lembaga penempatani tenaga kerjai.38

Dalami pelaksanaan sistemioutsourcing inii, pengusaha/pemberi kerjai

tentunyai mempunyai tujuani kegiatan utamai dalam kegiatannyai, yakni: bentuk

usahai, baik yang menjalankani secara orangi perseorangani atau badan usahai,

melakukan kegiatani secara tetap dani terus menerusi dan tujuannya adalah untuk

mencarii keuntungan atau labai.39

Berdasarkani pendapat dari pekerjai/buruh, praktiki sistem outsourcingi

oleh perusahaani bertujuani:40

a) Menghindari pesangoni, Tunjangan Hari Rayai (THR), upah dani hak

normative lainnyai;

37Ibid, hlm. 178.
38Abdul Khakim, Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) (PT Citra Aditya Bakti 2017). hlm. 88–89.
39Zainal Asikin and Wira Pria Suhartana , Pengantar Hukum Perusahaan (Prenadamedia Group
,2016). hlm. 5.
40Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional) (Setara
Press 2015). hlm. 68.
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b) Melemahkani gerakan pekerja/buruhi, sebab dengan sistemi ini buruh

ragui dan takut untuki berorganisasi melaluii serikat pekerja/buruhi

diperusahaani tempat diai bekerja ;

c) Perusahaani tidak terganggui dengan aksii buruh sepertii demonstrasi,

mogok dani lain sebagainyai yang mengancami eksistensi produksii

perusahaani;

d) Cost recruitmeni buruh, dan peningkatan ikemampuan dan skill iburuh

tidaki lagi menjadi tanggungi jawab perusahaani pemberi kerjai namun

penyediai jasa pekerja/buruhi.

Ketentuani dalam UU Ketenagakerjaani yang mensyaratkani bahwa

perusahaanioutsourcing (pemborongi pekerjaan/penyediai jasa buruh/pekerjai)

haruslahi berbadan hukumi ditujukan dalam rangkai menjamin perlindungani

hukum bagii pekerja/buruhi yang dipekerjakani, namun dalami praktek hal inii

menimbulkani permasalahan dikarenakani ketidakjelasani pengaturan bentuki

badan hukumi itu sendiri apakahi berbentuk Perseroani Terbatas (PT), koperasii,

Yayasani dan lain sebagainyai.41Pertentangani kepentingan dalami hal ini tentui

dapat menimbulkani pertentangan dalami hubungan kerjai baik langsungi atau

tidak langsungi mempengaruhi iproduktivitas dan bahkani jika tidak bisai segera

diselesaikani.Dapat menjurusi ke permasalahan yangi lebih mendalam dani

konfliki yang merugikani kepentingan masyarakati luas hingga terganggunyai

ketentramani umum yang dapati mengganggu kepentingani negarai.42

Pelaksanaanioutsourcingi ini merupakahihak dari pengusahai sebagai

pemiliki modal dan pemeberii pekerjaan, namuni dalam pelaksanaannyai tidak

bolehi bertentangan dengani peraturani perundang-undangani yang berlakui,

yakni tetapi menjamini hak-hak normatifi pekerja/buruhi, Pengusaha tidak bolehi

mngurangi upahi pekerja/buruh darii ketentuan minimumi, mengurangi haki

perlindungani, menekan atau intimidasii kebebasan pekerja/buruhi dalam

menyampaikani pendapat dan berorganisasii, mengurangi hak PHKi,

41Lalu Husni , Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi) (PT Raja Grafindo Persada
2014). hlm. 174.
42Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia (CV
Mandar Maju 2009). hlm. 6.
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menekanisupayai tidak melakukani mogok kerjai dan sebagainyai dengan

berbagaii alasan dan dalihi apapuni.43

Secara eksplisiti, istilah outsourcingi tidak ditemukani pada UUi

Ketenagakerjaani. Namun jelasi ketentuan tentang outsourcingi dapat ditemukan

pada Pasali 64,65 dan66i UU Ketenagakerjaan.iPihak pengusahai membutuhkan

pekerjaioutsourcingi demi menghemati biaya produksi perusahaani atau efisiensi

tenaga kerjai. Sedangkani kalangan pekerja imenolak outsourcingi, karena

ketiadaani jaminan jenjangi karier, gaji tidak sesuaii dengan beban kerjai, serta

ketiadaani perlindungani dalami bekerjai.44

Pasal 64i UU Ketenagakerjaani menyatakan bahwai perusahaan dapati

menyerahkan sebagiani pelaksanaan pekerjaani kepada perusahaan lainnyai

melalui perjanjiani pemborongan pekerjaani atau penyediaani jasa pekerja atau

buruhi yang dibuat secara tertulisi. Selanjutnya, Pasali 65 ayati (2) UU

Ketenagakerjaani menentukani bahwa pekerjaani yang dapati diserahkan pada

perusahaani lain harus memenuhii syarat-syarati sebagai berikut:

1. Dilakukani secara terpisahi dari kegiatani utama/core bussinesi;
2. Dilakukani dengan perintahi langsung ataui tidak langsungi dari

pemberii pekerjaani;
3. Merupakani kegiatan pekerjaani yang sifatnyai penunjang

perusahaani secara keseluruhani (misal securityi, sopir pribadii,
jasa kateringi perusahaan, cleaningi service)i;

4. Tidaki menghambat prosesi produksi secarai langsungi, artinya
ada tidaknyai pekerja outsourcingi kegiatan produksii tetap
berjalani.

Mengenai perlindungani terhadap pekerjaioutsourcing, terdapati kemajuan

berartii yang dihasilkani dari putusan Mahkamahi Konstitusi terbaru

terkaitioutsourcingi. Dalam amar putusaniNomor 27/PUU-IX/2011i, Mahkamah

Konstitusii menyatakan bahwa frasai “…perjanjiani kerja waktu tertentui” dalam

Pasal 65i ayat (7) idan frasa “…perjanjiani kerja untuki waktu tertentu” dalami

Pasal i66 ayat (2) huruf biUU Ketenagakerjaan ibertentangan dengan UUDi RI

1945i dan tidak memilikii kekuatan hukum mengikati sepanjang dalam perjanjian

kerjai tersebut tidak disyaratkani pengalihan perlindungani hak-hak

43Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Cetakan Ke-4 Edisi Revisi)
(PT Citra Aditya Bakti , 2014). hlm. 65.
44Tim Hukum Gresnews.Com, ‘Aturan Hukum Pekerja Outsourcing’
<Http://Www.Gresnews.Com/Berita/Tips/81433-Aturan-Hukum-Pekerja-Outsourcing/> Accessed
7 October 2018.
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bagiipekerja/buruhi yang objek kerjanyai tetap ada, walaupuni terjadi pergantian

perusahaani yang melaksanakani sebagian pekerjaan borongani dari perusahaan

lain atau perusahaani penyedia jasa pekerja/buruhi.” PascaPutusan Mahkamahi

Konstitusii (Mahkamah Konstitusii biasa disingkat MK) itu, pengusahai yang

akan mengadakani perjanjiani dengan sistem Perjanjiani Kerja Waktu Tertentui

(PKWT), harusi mengatur syarat jaminani pengalihan perlindungani hak

sebagaimanai dimaksud putusani MK pada perusahaani pemenang tender

berikutnyai. Dengan beginii, para pekerja outsourcingi memiliki jaminan atasi

kelangsungani bekerja saat berakhirnyai perjanjiani pemborongani dan adanya

jaminani penerimaan upahi yang tidak lebih rendahi dari perusahaan

sebelumnyai.Menanggapi keluarnyai putusan MK Nomori 27/PUU-IX/2011

tersebuti, Kemenakertransi mengeluarkan Surati Edaran Nomor

B.31/PHIJSK/I/2012i, yang menegaskani keberadaan putusani tersebut.Dari segii

hukum dan sumberi keuangan, sulit mewajibkaniperusahaan  pemborongi atau

penyedia pekerja/buruhi memperhitungkani atau melimpahkani masa kerja

pekerja/buruhi ke perusahaan pemborong iberikutnya. Bila masa ikerja pada

semuai perusahaan pemborongi diperhitungkan sebagaii masa kerja padai

perusahaan berikutnyai, misalnya si Polani bekerja di PTi. Samudra selama 3

itahun, kemudian PT. Samudrai diganti oleh PT. Alaskai, selanjutnya, si Polani

yang baru bekerjai 1 tahun padai PT. Alaska mengalamii(Pemutusani Hubungani

Kerja biasai disingkat PHK), tidak logisi menghukum PT. Alaskai membayar

uang pesangoni untuk masa kerja 4 tahun ikepada si Polani.45

Permasalahani yang dalam hali ini adalah mengenai siapai yang akan

membayar uangi pesangon itu, apakahi PT. Alaska ataui perusahaan yangi

memborongkani pekerjaan itu? Putusani MK tidak tegas mendorongi ke arah itu.

Tetapi, di sisi lain,i putusan MK itu bisai diterjemahkan ke sanai. Bila masa kerja

si Polani pada PT. Samudrai diperhitungkan untuki mendapat kompensasii PHK

maka tidaki tepat membebankani keuangan PT. Alaskai untuk membayar masa

kerja padai perusahaan lain.

Tribunnews.comi, Medan - Konsep ekonomi yang diterapkani di Indonesia

dan Sumaterai Utara belum jelas sepertiiapa modelnya. Pemerintahi

45Juanda Pangaribuan, ‘Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK Oleh: Juanda Pangaribuan*)’
(hukumonline.com) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4b372fe9227/legalitas-
ioutsourcing-i-pasca-putusan-mkbr-oleh--juanda-pangaribuan> accessed 7 October 2018.
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banyakibergantungi pada pengusaha untuk imengangkat derajat perekonomiani

masyarakat, dii sisi lain pengusahai justru terbebani dengani cost karyawan.

Itulah mengapai banyak perusahaan menggunakani sistem outsourcingi.46

Hal itu diutarakan pengamati ekonomi Universitas Negeri Medani(unimed)

Muhammad Ishaki, saat diskusi bersama redaksi TribunI Medan, di Kantor

Tribuni, Jalan Gatot Subrotoi, Medan, Rabu (28/11/2011)i. Perekonomiani kita

masih terfokusi pada produsen yang idianggap bisa menciptakani peluang kerja

bagi masyarakati. "Pola pikir ini sebenarnyai salah, pekerja itu adai bukan karena

produseni, tapi karena ada targeti produksi, target ituI muncul karena adai

permintaan dari pasari," tutur Ishak.Dengani demikian posisi konsumeni

sebenarnya lebih tinggii dan memegang posisii tawar yang lebih kuatI dibanding

produseni.Jadi kesimpulannyai, lanjut Ishak, konsumeni yang harusnya menjadii

titik berat, bukan produseni yang digenjot."Karenai percuma saja produseni

memproduksi barangi atau jasa, kalaui tidak ada permintaani dari pasar,"

ujarnyai.Intinya, jika ingini menciptakan matai pencarian, harusi dibangun pasari.

Di sisi lain produseni juga tidak mau merugii. "Buktinya untuki mengurangi

bebani pengeluaran, perusahaani merekrut SDM melaluii sistem

outsourchingi.Kalau kita bicara perusahaani tentunya mereka ingin tenagai kerja

tidak digajii tetapi kinerja tinggii," ujar Ishaki.Hal inii, menurut Ishaki, sangat

wajar, karenai di manapun pengusahai selalu berpikir labai. Hanya saja

bagaimanaicara mereka memperlakukani pekerja, itu hal laini yang

membutuhkani manajemen khususi."Gaji atau upah kecili, sebaiknya jangan

mintai dinaikkan.Sebab setelahi upah naik, maka maui tidak mau pengusaha

menambahi biaya operasional, yangi akan berujung padai kenaikan harga produki

atau jasa," ujarnya.

Akses perlindungani dan penegakan hukumi untuk pekerja alihi daya atau

outsourcingi masih minim menyusuli lemahnya posisi tawari mereka kepada

pengusahai.Untuk itu, pemerintahi diminta agar meningkatkani perlindungan

hukum untuki para pekerja outsourcingi. Demikian disampaikani Presiden

Organisasi Serikati Pekerja Indonesiai, Saepul Tavip, dalam Diskusii Nasional

dengan temaa,"Akses Perlindungan idan Penegakan Hukum iPekerja

46‘Ini Alasan Kenapa Perusahaan Pakai Tenaga Outsourcing - Tribunnews.Com’
<http://www.tribunnews.com/regional/2011/12/29/ini-alasan-kenapa-perusahaan-pakai-tenaga-
outsourcing> accessed 7 October 2018.
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outsourcingi" di Jakarta, Rabui (11/6).47 Dalam diskusii yang diselenggarakan

oleh Forumi Wartawan Tenaga Kerjai dan Transmigrasiii(Forwakertrans)

tersebuti juga dihadiri olehi Ketua Umum Asosiasii Bisnis Alih Daya Indonesiai

Wisnu Wibowoi dan Staf Ahli Menterii Tenaga Kerja dan Transmigrasii, Mudji

Handayai.

Menurut Saepuli, lemahnya posisi tawari pekerja outsourcing tersebutiakan

berpotensii menimbulkan gejolaki yang dapat mengganggui iklim investasi di

Tanah Airi dan akhirnya tentu sajai akan merugikan semua pihaki. "Artinya

social cost yang harusi ditanggung kemudiani akan lebih besar dani berdampak

luas," kata diai. Menurut Saepuli, kalau pun ada semangatioutsourcing tetap

diberlakukani maka harus dibuat peraturani yang lebih ketat agar tidaki terjadi

pelanggaran terhadapi hak-hak pekerja dalam ipola outsourcing. “Namun seketat

apa puni sebuah peraturan, tetap sajai akan selalu ada celahi yang dapat

dimanfaatkani untuk menyiasatinya,” kata dia.

Sejatinya, katai Saepul, hubungan kerjai tidak hanya dilihati dan

dipertimbangkani dari sisi ekonomi sematai yang menekan pada aspeki efisiensi

biaya.Hubungani kerja juga harus dilihati dan mempertimbangkani dimensi sosial

kemanusiaani, karena pekerja atau buruhi itu manusia yang patuti dihargai,

dimuliakani, dijaga dan diangkat harkati dan martabatnya.Namun saat inii yang

terjadi justru pekerja outsourcingi dijadikan seperti mesini atau alat produksi

yang bisa diperlakukani sesukanya. Seperti halnya, pekerjaioutsourcing yangi

dikelola PT ISSi Indonesia yang dipekerjakani di yayasan pendidikani Jakarta

Internationali School (JIS)i. Seluruh dugaan tindakani asusila dilakukan oleh

enami pekerja milik ISSi. “Saat mereka punyai masalah, mereka tidaki diberi

perlindungani hukum.Tapi justrui malah dipecat,” katanyai.Ketentuan pasali 1367

KUHPerdatai tentang Pasal 1367 KUHPerdatai, disebutkan seorang tidaki saja

bertanggung-jawabi untuk kerugian yangi disebabkan karenai perbuatannya

sendirii, tetapi juga untuki kerugian yang disebabkani karena perbuatan orangi-

orang yang menjadii tanggungannya, atau disebabkani oleh orang-orang yang

berada di bawahi pengawasannya. Sesuai aturan pidanai, ketua umum asosiasi

bisnis alih daya indonesiai wisnu wibowo, memang tindakani yang dilakukan

47Prianus Edi Hardum, ‘Perlindungan Hukum Pekerja “Outsourcing” Rendah’ (beritasatu.com)
<http://www.beritasatu.com/makro/189460-perlindungan-hukum-pekerja-outsourcing-
rendah.html> accessed 7 October 2018.
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oleh pekerja alihi daya tidak ada sangkuti pautnya dengan perusahaani ISS

sebagai penyediai alih daya. “namunikerugian material yangi diakibatkan ulah

pekerjai, perusahaan alih dayai harus ikut menanggungi,itu konsekuensi

perdatai.”

Wisnu mengimbaui kepada ISS untuk segerai berunding dengani JIS untuk

menyelesaikani bersama kasus tersebuti.“ISS harus bertanggungi jawab secara

kepegawaiani," kata Wisnu.Bahkani sesuai PermenakertransiNomor 19/2012

tentangi Syarat-syarat Penyerahani Sebagian Pelaksanaani Pekerjaan telah diatur

tanggungi jawab, beban, dani hak pekerja outsourcingi yang menerima perintahi

langsung dari perusahaani penyedia."Jadi, seluruhi akibat yang ditimbulkani dari

pekerja outsourcingi merupakan tanggungi jawab perusahaani penyedia."

Pembicaraanidalam diskusi tersebuti, Staf Ahli Menteri Tenagai Kerja dan

Transmigrasii, Mudji Handaya, melanjutkani, sebaiknya ISS lebihi

mengerucutkan bidang usahanyai.“Sangat tidak mungkini penyedia jasa alihi

daya tenaga kerjai menyediakan ratusani macam jenis pekerjaani,” katanya.

Selanjutnya, papari Muji, bagaimana perusahaan ialih daya tersebut mengelolai

dan memberikani pelatihan kepada pegawainyai yang akan dipekerjakan dii

perusahaan laini. Wisnu menambahkan, pemerintahi, dalam hal ini, Kementerian

iTenaga Kerja dan Transmigrasii (Kemnakertrans) dimintai untuk tidak terlibati

dalam penentuan jenis pekerjaani atau kegiatan yang bolehi atau tidak boleh

melalui sistemioutsourcing ataui alih daya.Pemerintahi juga tidak boleh terlibati

dalami menentukan jenisi pekerjaan utamai dan pekerjaan penunjangi. Selain itu,

Wisnu memintai Kemnakertrans agar tidaki lagi mensyaratkan pembuatani dan

pelaporani "alur kegiatan prosesi pelaksanaan pekerjaani" oleh perusahaan yang

akan melakukani pemborongan pekerjaani dalam penerbitan izin. Pasalnya hal

tersebuti unik untuk setiap perusahaani dan merupakan rahasia perusahaan.

Wisnu mengatakani, dalam rangka mencegah adanya pelanggaran

peraturan ketenagakerjaani, khususnya UU Ketenagakerjaani, melalui penetapan

outsourcing, maka pemerintahi, perlu lebih meningkatkan upaya penegakan

hukumi serta pengawasan terhadapi semua perusahaan outsourcing. Pengawasani,

kata dia, untuk memastikani agar karyawan outsourcing juga dapati jenjang

karier.Selaini itu hak-hak merekai sebagai pekerja terjamin. "Terutamai dalam hal

status pekerjaani maupun upah dan jaminan kerjai," kata dia. Pengawasan

tersebut, kata dia, dapati dilakukan dengan melibatkani Kamar Dagang
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daniIndustri i(Kadin) Indonesia dan asosiasiioutsourcing yang dibentuki secara

hukum. Wisnui menambahkan, datai Indonesian Outsourcingi Association (IOA),

menyebutkani, potensi pasar domestiki untuk pasar alihi daya atau outsourcingi di

Indonesia tahuni 2014 diperkirakani mencapai Rp 17,5 triliuni.Menurut Wisnu,

potensi yang dihasilkani dari bisnis outsourcingi di dunia ditaksiri mencapai US$

970 miliari atau Rp 9,215 triliuni di tahun 2015. "Jika sajai di Indonesia bisa

mengambil 1 perseni dari perputaran bisnis US$ 970 miliari, maka akan

menghasilkan devisai senilai Rp 92 triliuni.Ia mengatakan, posisii Indonesia di

dunia menempatii urutan kelima potensii tenaga kerja produktif sekitari 105 juta

pekerjai, berdasarkan jumlah tenagai kerja tersebut jikai potensi ini bisa

digerakkani dan dimanfaatkani secara efektif makai bisa mencapai kekuatani

yang sangat besari dan berpotensi menjadii negara tujuan investasii dan

outsourcing globali.

Outsourcing semakini menarik, karena perusahaani akan memperoleh

banyak nilai tambahi dari penyedia jasaioutsourcing, yang memangi fokus dan

ahli di bidangnyai (spesialis). Perusahaani penyedia outsourcingimampu

melaksanakan kegiatani dalam bidangnya dengani lebih efektif dan efisieni.

Mereka juga lebihi mampu meresponsi perubahan teknologii dan/atau preferensii

pelanggani.

Hasilnya adalah kegiatani yang dialihdayakani dapat terlaksana lebihi baik

(berkualitas) dani lebih murah. Layanani semakin tepat dan cepati. Pastinya inii

akani menambah nilaii bagi pelanggani. Perusahaan tidak perlui pusing dan tidak

menanggungi kewajiban biaya-biayai pekerja, yang terkait dengani peraturan

perundangi-undanganketenagakerjaani.48Dengan mengalihdayakani sebagian

kegiatan pendukungnyai, perusahaan dapat lebih berkonsentrasii pada bisnis inti,

guna menciptakani keunggulan bersaing yang berkelanjutani. Kelebihan inilah

yang mendorong semakini bertumbuhnya praktik outsourcingi di dunia, termasuk

di Indonesiai. Praktik outsourcingberkembangi cukup pesat dan menjadi treni

global.Makanyai, dengan semakin banyaknyai praktik outsourcingidi Indonesia

dan di duniai, rasanya tuntutan penghapusanioutsourcingoleh parai pekerja sulit

dipenuhii. Prinsip keefektifan dani efisiensi yang ditawarkani oleh

48Hanes Riady, ‘Dilema Outsourcing Di Indonesia | Investor Daily’
<http://id.beritasatu.com/home/dilema-outsourcing-di-indonesia/83519> accessed 6 October 2018.
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praktikioutsourcingisangat dibutuhkani perusahaan untuki dapat bersaingi dan

bertumbuhi, baik secara lokal, regionali,maupun global.

Setiap perusahaani yang ingin bertahani tentu akan terus berupayai

meningkatkan daya saingi melalui perbaikan manajemeni dan operasi, agar lebihi

efektif dan efisieni. Arus ini tidak dapat dihambati apalagi dilawan, kalau ingini

ekonomi nasionalui kita meningkati. Jika ekonomi nasional memburuki akibat

turunnyai daya saing perusahaani-perusahaani nasional, lapangani kerja akan

menyempiti dan pengangguran akani meningkat. Tentu hali ini juga tidak

diharapkani oleh kaum pekerjai.Sebaliknya, kita juga bisai memahami mengapa

outsourcingi ditolak oleh pekerjai. Banyak peraturan tentangioutsourcingyang

dilanggari oleh perusahaanioutsourcing. Perjanjiani kerja tidak dilaksanakani

sesuai peraturani, para pekerja tidaki mendapatkan jaminani kelangsungan kerja

dani hakhaknya, serta mengalamii perlakuan diskriminatifi.

Keuntungan perusahaani mempekerjakan tenagaioutsourcing Perusahaan

mempekerjakani tenaga outsourcing biasanyai dengan beberapa alasani di bawah

ini:49

1. menghematianggaran untuk ipelatihan bagi karyawani
2. bisa fokusi mengurus bisnisi ketimbang masalah irekrutmen atau

masalahi teknis lainnyai
3. pekerja outsourcingi biasanya sudah mahiri di bidangnyai
4. tidak perlui repot dengani masalah bonusi, Tunjangan Hari rayai

(THR), atau hal-hali yang berurusani dengan PHKi
5. tidakperlui alih teknologii dari perusahaani ke pegawainyai.

PutusaniMK ini telah ditindaklanjutii Pemerintah. diantaranyai melalui

Peraturani Menteri Tenaga Kerjai dan Transmigrasii(Permenakertrans) Nomori

19 Tahun 2012 tentangiSyarat-syarat penyerahani sebagian pelaksanaani

pekerjaan kepadai perusahaan laini.50

2.2 Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja

UU Ketenagakerjaani mengkualifikasikani perjanjian kerjai menjadi duai

macami, Perjanjian Kerjai Waktu Tertentui (PKWT) dan Perjanjiani Kerja Waktu

49Tim Hukum Qerja.Com, ‘Delapan Fakta Seputar Sistem Kerja Outsourcing’ (Qerja, 10
December 2015) <Https://Www.Qerja.Com/Journal/View/404-Delapan-Fakta-Seputar-Sistem-
Kerja-Outsourcing/> Accessed 6 October 2018.
50Muhammad Yasin, ‘Tiga Upaya Pekerja Menguak Alih Daya - Hukumonline.Com’
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a63504cce6e9/tiga-upaya-pekerja-menguak-alih-
daya> accessed 7 October 2018.
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Tidak Tertentui (PKWTT).51 PKWT adalahi perjanjian kerja antarai

pekerja/buruhi dengan pengusahai untuk mengadakan hubungani kerja dalami

waktu tertentui atau untuki pekerjaan tertentui sedangkan PKWTTi adalah

perjanjiani kerja antarai pekerja/buruh dengani pengusaha untuk perusahaani

dinilai sangat efektifi dan efisien bagi pengusahai yaitu demi mendapatkani

keuntunganimengadakan hubungani kerja yang bersifati tetap. Penerapani sistem

PKWTi lebih banyak digunakani oleh yang lebihi besar dimana biayai

dikeluarkani pengusaha untuki pekerjaan menjadii lebih kecil karenai pengusaha

tidak harusi memiliki tenagai kerja/pekerja dalami jumlah yang banyaki.

Apabila diketahuii pengusaha memilikii pekerja yang banyaki, maka

pengusaha harusi memberikan berbagaii tunjangan untuki kesejahteraan para

pekerjai seperti tunjangani pemeliharaan kesehatani, hak pemutusan hubungani

kerja (PHK)i, tunjangan penghargaani kerja dan sebagainyai dalam artii kata

mempekerjakani tenaga kerja dengani PKWT, maka biayai tersebut dapat

ditekani.Akan tetapii, bagi pekerja kontraki sendiri mengenaii kebijakan

penggunaani dalam PKWT dinilaii kurang menguntungkani karena mereka

merasai tidak memilikii kepastian dalam hali jangka waktui kerja dalam

pengangkatani sebagai karyawani tetap yang mempengaruhii jenjang kariri,

statusi atau kedudukani sebagai pekerjai, dan pesangoni pada saat kontraki akan

berakhiri.

Perjanjiani kerja dalam hukumi perdata dikenali dengan istilahi bahasa

Belandai disebut Arbeidsoverenkomsiyang dapat diartikani dalam beberapai

pengertiani.Salah satu pengertiani dari perjanjiani kerja dalam KUHPerdatai

terdapati dalam Pasal 1601ai yang menyebutkan bahwa: “perjanjianikerjai adalahi

suatu perjanjiani dimana pihaki yang satui, si buruhi, mengikatkani dirinya untuki

di bawah perintahi pihak yang laini si majikan, untuk isesuatu waktui tertentui,

melakukano pekerjaan dengani menerima upahi” Menyimaki dari pengertiani

perjanjian kerjai di atas, bahwai perjanjian kerjai tampak memilikii ciri khas

yaitui “di bawah perintahi”, yang menunjukkani bahwa hubungani antara pekerjai

dan pengusahai adalah hubungani bawah dani atasan (subsordinasii). Pengusahai

sebagai pihaki yang lebih itinggi secara isosial ekonomii memberi perintahi

51Apri Amalia And Budiman Ginting, ‘Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian’ hlm.11, 66.
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kepada pekerjai yang tingkat sosiali ekonomi lebih rendahi. Ketentuan tersebuti

menunjukkani adanya kedudukani yang tidaki sama ataui seimbangi.52

Adapuni perlindungan khususi terhadap ipekerja/buruh khususnyai

dengan statusi Perjanjiani Kerja Waktui Tertentu (PKWT) iditinjau dari isegi

perlindungani perburuhani, UU Ketenagakerjaanidiharapkan dapati memberikan

perlindungani perburuhani yang dilihat darii 3 aspek yaitu: aspeki perlindungani

sosiali, aspek perlindungani ekonomii, dan aspek perlindungani teknisi.53

Perlindungani sosial pada dasarnyai merupakan suatui perlindungan

tenagai kerja yangi bertujuan agari pekerja dihargaii harkat dani martabatnya

sebagaii manusia dan dilindungii kedudukan hukumnyai bukan hanyai sebagai

faktori produksii saja (faktori ekstern)i, melainkani diperlakukani sebagai

manusiai dengani segala harkati dan martabatnyai (faktori interni atau

konstitutifi).Perlindungani ekonomisi merupakan perlindungani tenaga kerjai

yang bertujuani pekerja/buruhi dapat menikmatii penghasilani secara layaki

dalami memenuhii kebutuhani hidup baiki bagi dirinyai sendiri maupuni bagi

keluarganyai. Perlindungani teknis merupakani perlindungani yang berkaitani

dengani usaha-usahai untuk memberikani kepada pekerjai terhindari dari bahayai

kecelakaani yang dapati ditimbulkani oleh alat-alati kerja atau bahani yang

dipekerjakani. Perlindungani pekerja ini bertujuani untuk menjamini

berlangsungnyai sistem hubungani kerja secarai harmonis tanpai disertai adanyai

tekanani dari pihak yangi kuat kepadai pihak yang lemahi dan tanpa adai tekanan

ataui perbedaani dari pekerjai kontrak maupuni pekerja tetapi.

Perjanjiani perburuhan adalahi perjanjian yangi diadakan olehi satu atau

beberapai serikat pekerja/buruhi yang terdaftari pada departemeni tenaga kerja

dendgani seseorang ataui beberapa majikani, satu atau beberapai perkumpulan

majikani yang berbadani hukum yang padai umumnya ataui semata-mata

memuati syarat-syarati perburuhan yangi harus diperhatikani dalam perjanjiani

kerja.Dalami rumusan inii jelaslah hendaknyai bahwa perjanjiani perburuhan itui

justru diadakani untuk menetapkani hak dan kewajibani pekerja dan majikani

serta musyawarahi anatar keduai belah pihaki, serikat pekerjai dan majikani.54

52Ibid, hlm. 67.
53Ibid, hlm. 68.
54Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008) hlm. 27.
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Hubungani kerja adalah suatui hubungan yangi dilakukan olehi minimal

dua subyeki hukum mengenaii suatu pekerjaani.Subyek hukumi yang melakukani

hubungan kerja adalahi pengusaha/pemberi kerjai dan

pekerja/buruh.Hubunganikerja merupakani inti dari Hubungani Industriali.55

Ketentuani KUH Perdata Pasal 1601ai menyebutkani bahwa:

“Perjanjiani kerja adalahi suatu perjanjiani dimana pihaki ke-1
(satu)/buruhi atau pekerjai mengikatkani dirinya untuki dibawah
perintahi pihak yang laini, si majikan untuki suatu waktu tertentui
melakukani pekerjaan dengani menerima upahi”

Dalam UU Ketenagakerjaani, kita akan tahui bahwa ada tigai unsur

hubungani kerja yang terdapati dalam perjanjian kerjai. Ketiganya ialahi unsur

pekerjaani, unsur upah, sertai unsur perintahi. Pasal 1 angkai 15iUU

Ketenagakerjaani,menyatakani sebagai berikut:

“Hubungani kerja adalahi hubungan antarai pengusahai dengan
pekerja/ buruhi berdasarkan perjanjiani kerja, yang mempunyaii
unsur pekerjaani, upah, dan perintahi.”

Namun, apabila kitai mencermati pengertiani perjanjian kerjai

dalam KUH Perdatai, ada satu unsuri hubungan kerja lainnyai, yaitu waktu.

Unsuri waktu menandaii lamanya periode perjanjiani kerja tersebut berlakui bagi

kedua belah pihaki, yakni:

1. 40 jami perminggui

2. 7 jami perhari untuki pola keja 6:1i

3. 8 jami perhari, untuki pola kerjai 5:2

4. Ada haki cuti/istirahati (istirahat antari jam kerja, istirahati mingguan, dan

istirahati tahunan, istirahati alasan pentingi (yang ditentukani Undang-

Undang/diperjanjikani)

Perjanjiani kerja merupakani awal atau dasari hubungan kerjai untuk

dilaksanakani oleh masing-masingi pihak dengan merujuki pada peraturan

perundang-undangani, berikut beberapai aspek mengenai perjanjiani kerja serta

hubunganikerja  menuruti para pakar idi bidang ketenagakerjaani:

1. Menurut R. Iman Soepomo

55Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Sinar Grafika 2017) hlm. 36.
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Perjanjiani keja adalahi suatu perjanjiani dimana pihaki kesatu, buruh

mengikatkani diri dan bersepakati untuk bekerjai dengan menerimai sejumlah

upah/imbalani dari kerja yang telahi dilakukan padai pihak lainnyai, majikan yang

mengikatkani diri untuk mengerjakani buruh itu dengani membayar upahi.56

2. Menurut Subekti

Perjanjiani kerja adalahi perjanjian antarai seorang iburuh dengani seorang

majikani, perjanjian manai ditandai olehi ciri-ciri sebagaii berikut; adanya suatui

upah ataui gaji tertentui yang diperjanjikani dan adanyai suatu hubungani di

peratasi yaitu suatui hubungan berdasarkani mana pihaki majikan berhaki

memberikani perintah-perintahi yang harus dilakukani oleh pihak penerima

pekerjaan/pekerjai.57

Perjanjiani kerja sebagaimanai diatur dalam Babi IXiUU

Ketenagakerjaani, Pasal 1i angka 14i disebutkan bahwai perjanjian kerjai adalah

perjanjiani antara pekerja/buruhi dengan pengusahai atau pemberii kerja yang

memuati syarat-syarati kerja, hak dani kewajiban para pihaki. Pasal 1i angka 15i

disebutkani bahwa hubungani kerja adalahi hubungan antarai pengusaha dan

pekerja/buruhi berdasarkani perjanjian kerjai, yang mempunyaii unsur pekerjaan,

upahi dan perintahi.Sehubungan dengani hal tersebut dapati diartikan bahwai

perjanjian kerjai yang menimbulkani hubungan kerjai mempunyai unsuri

pekerjaan, upahi dan perintahi.58

1. Pekerja yangi (diperintah) orangi lain

Adanyai unsur perintahi menimbulkani adanya pimpinani orang lain.

Dalami perjanjian kerjai, unsur perintahi ini memegangi peranan yang utamai

dikarenakan tanpai adanya unsur perintahi maka hal inii bukan perjanjiani kerja.

Adanya unsuri perintah dalami perjanjian kerjai, kedudukani kedua belahi pihak

tidaklah samai yaitu pihak yangi satu kedudukannyai diatas (memerintah)i

sedangkan pihaki lain dalam posisii diberikan perintahi. Kedudukan yang

tidakisama ini dinamakani subordinansi sertai ada yang menyebuti hubungan

kedinasani. Oleh karenanya kalaui kedudukan kedua belahi pihdak tidak samai

atau ada subordinasii disitulah munculi perjanjian kerjai.Sebaliknya

56Iman Soepomo, Hukum perburuhan bagian pertama hubungan kerja (Jakarta: PPAKRI
Bhayangkara, 1968) hlm. 9.
57Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Alumni, Cetakan ke II, 1977).hlm. 63.
58F.X Jumialdi, Perjanjian Kerja (Jakarta:Sinar Grafika,2006) hlm. 7–9.
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jikaikedudukan keduai belah pihak samai atau ada koordinasii disitu tidak ada

perjanjiani kerja melainkan perjanjiani yang laini.

2. Adanya pelaksanaan (Pekerjaan)

Pelaksanaani pekerjaan yangi dimaksudkan adalahi dproses

melaksanakani pekerjaan yang diperjanjikani.Dalam hal ini tidaki memakai arti

melaksanakani pekerjaan sebabi arti tersebut mempunyaii makna ganda.Artii

melakukan pekerjaani dapat berarti persewaani tenaga kerja yangi tersangkut

dalam kerjai adalah tenagai manusia sehinggai upah sebagai kontrai prestasi

dipandang dari suduti ekonomis.Dalam pelaksanaani pekerjaan yang tersangkuti

dalam kerja adalah manusiai itu sendiri sehinggai upah sebagai kontraprestasii

dipandang darii aspek sosial ekonomii.

3. Adanya (Upah)

Pengertian upahi menurut ketentuani Pasal 1i angka 30iUU

Ketenagakerjaani adalah hak pekerja/buruhi yang diterimai dan dinyatakan

dalami bentuk uangi sebagai imbalani dari pengusahai atau pemberi kerjai kepada

pekerja/buruhi yang ditetapkani dan dibayarkan menuruti ketentuan perjanjian

kerja, kesepakatani dan aturan perundang-undangani termasuk tunjangani bagi

pekerja/buruhi dan keluarganyai atas suatu pekerjaani dan/atau jasa yang telahi

atau akan dilakukani. Jadi upah adalahi imbalan termasuki tunjangan.

Disamping ketigai unsur tersebut diatasi, dalam perjanjian kerja juga

harus memenuhii ketentuan Pasal 52i ayat (1)iUU Ketenagakerjaani:

“Perjanjiani kerja dibuati atas dasar:

a. kesepakatani kedua belahi pihak;

b. kemampuani atau kecakapani melakukan perbuatani hukum;

c. adanya pekerjaani yang diperjanjikani; dan

d.pekerjaani yang diperjanjikani tidak bertentangani dengan
ketertibani umum, kesusilaani, dan peraturani perundang-
undangani yang berlakui.”

Perjanjian kerjai yang dibuat olehi para pihaki yang bertentangani dengan

ketentuani sebagaimana dimaksudi Pasal 52i ayat (1i) hurufi a dan bi tersebut

diatasi mempunyai konsekuensii hukum dapat dibatalkani. Sedangkan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37

perjanjianikerja yangi bertentangan dengani ketentuan dimaksudi pasal 52 ayati

(1) huruf  ci dan d konsekuensinyai batal demi hukumi. Ketentuan ini sesuaii

dengan pasal 52 UU Ketenagakerjaani yang merupakani dasar pembuatani

perjanjian kerjai dan sesuai dengani syarat-syarat sahi nya perjanjiani pada

umumnyai yang diatur dalam ketentuani pasal 1320i KUHPerdatai dalam

konteksi perjanjian kerja outsourcingi.59

Konsep hubungani kerja yang akani melahirkan perjanjiani kerja juga

dikenal dalami Kitab Undang-undangi Hukum Perdatai(Burgelijk Wetbook).

2.2.1 Asas-asas Hukum Perjanjian60

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermaknai bahwa setiapi orang bebasi membuat perjanjiani dengan

siapapuni, apapun isinyai, apapun bentuknyai sejauh tidak melanggari

undang-undangi, ketertiban umumi dan kesusilaani.(Pasal 1337i dan 1338

KUHPerdatai).Dalam perkembangannyai asas ini tidaklahi bersifat mutlak

namun relatifi (kebebasan berkontraki yang bertanggung jawabi), asas inilah

yang menyebabkani hukum perjanjian terbukai. Dalam asas ini memberikan

kebebasani para pihak untuki: membuat ataui tidak membuati perjanjian,

mengadakani perjanjian dengani siapapun, menentukani isi perjanjian,

pelaksanaani, dan persyaratannyai serta menentukani bentuknya perjanjiani

yakni tertulisi atau lisani.

2. Asas Konsensualisme

Perjanjiani lahir ataui terjadi dengani adanya katai sepakat (Pasal 1320i,

Pasal 1338) hali dimaksudkani untuk mewujudkani kemauan para pihaki.

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian (pacta sunt servanda)

Perjanjiani yang dibuati secara sahi berlaku sebagaii undang-undangi bagi

yang membuatnyai (Pasal 1338i ayat (1) KUHPerdata).

4. Asas Iktikad Baik (Togoe Dentrow)

Perjanjiani harus dilakukani dengan itikadi baik (Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdatai, ada dua:

a) Bersifati obyektif, artinyai mengindahkani kepatutan dan kesusilaani

b) Bersifatisubyektif, artinyai ditentukan sikapi batin seseorang

59I Nyoman Putu Budiartha, (n 6). hlm. 120.
60Handri Raharjo, , Hukum Perjanjian di Indonesia (Pustaka Yustisia 2009).hlm. 43–45.
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5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Umumnyai tidak seorangpuni dapat mengadakani perjanjian kecualii untuk

dirinyai sendiri.Pengecualiannyai terdapat dalam pasali 1317i KUHPerdatai

tentang janjiii untuk pihaki ketigai.

2.2.2 Syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).61

1. Sepakat (Toesteming), kesesuaiani, kecocokani, pertemuan kehendaki dari

yang mengadakani perjanjian ataui pernyataan kehendaki yang disetujui

antara pihak-pihaki.

2. Kecakapan, dalamidunia hukumi perkataan orangi(persoon) berarti

pendukungi hak dan kewajibani yang juga disebut sebagaii subyek hukum,

dengan demikiani dapat diartikani setiap manusia  baiki warga negara

ataupun orangi asing adalah pembawai hak (subyek hukum)i yang memiliki

hak sertai kewajibanmelaksanakani perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu, dalamihal ini berbicarai obyek perjanjiani (Pasal 1332

s/d 1334 KUHPerdatai) obyek perjanjiani sudah disebutkani dalam pasal

tersebuti.

4. Suatu sebab yang halal, sebabiyang dimaksud idisini adalah isi iperjanjian

itu sendirii ataupun tujuani dari para pihaki mengadakan perjanjiani (Pasal

1337i KUHPerdatai). Halal adalahi tidak bertentangani dengan undang-

undangi, ketertiban umumi serta kesusilaani.

Dalami hubungan kerjai yang mudah untuk menjadii ciri khasnya adalahi

bekerja dibawahi perintah orang (Pihak)i lain dengan menerimai upah

(keuntungan), sehinggai dapat disimpulkani bahwa hubungani kerja timbul jikai

seseorang ataui banyak orangi bekerja dibawahi perintah orangi (pihak) laini

dengan menerimai upah (keuntungan)i. 62Disamping itui perusahaan jasai

konstruksii dapat pula melakukani hubungan kerjai dengan pihak laini, dan pihak

lain itu bisai organ pemerintahi baik tingkat pusani maupun daerahi. Misalnya

Dinas pekerjaani umum binamargai dan cipta karyai ataupun dengani pihak

swasta yangi mempunyai badani hukum. Pada prinsipnyai hubungan kerjai ini

61Ibid, hlm. 47–57.
62Djoko Triyanto,Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi (CV Mandar Maju 2004).hlm.
12.
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lazim sepertii umumnya, hanya sajaicara menciptakannyai hubungan kerjai.

Misalnyai ada dengan carai pelelangani, penunjukani tergantung mengikutii

teknis peraturani khusus yangi mengaturnyai.63

2.3   Prinsip Kepastian Hukum

Kepastiani hukum memilikii arti “ketentuani, ketetapani” sedangkan jika

kata kepastiani itu digabungkan dengani kata hukumi menjadi kepastian hukumi,

mempunyai makna” perangkati hukum negara yangi mampu menjamini hak dan

kewajibani setiap warga negarai “.64Kepastian hukum isecara historisi muncul

sejak adai gagasan pemisahani kekuasaan yangi dinyatakan olehimontesquieu,

yakni bahwai dengan adanya pemisahani kekuasaan, makai tugas penciptaani

undang-undangi itu berada ditangani pembentuk undang-undangi itu sendiri,

sedangkani hakim (peradilani) hanya bertugasi menyuarakan isi daripadai

undang-undangi saja. Argumeni ini muncul karenai adannya kesewenang-

wenangani kaum monarkii dimana kepala kerajaani amat menentukan sistem

hukumi.Peradilan pada masa iitu hanya menjadii pelayanan monarkii.65Kepastiani

hukum tidak selalui mempersoalkan hubungani hukum antara wargai negara dan

negarai, atau tidak semata-matai berkaitan dengan perlindungani dari tindakani

kesewenang-wenangani. Aktor-aktor yangi dapat melakukani kesewenangan

itidak terbatas pada negarai saja tetapi jugai oleh sekelompoki pihakilain selain

negarai. Kepastian hukumi merupakan nilaii yang pada prinsipnyai memberikan

perlindungani hukum bagi setiapi warga negara darii kekuasaani dan

kesewenangani, sehingga hukumi memberikan tanggungi jawab pada negarai

untuk menjalankannyai.Dalam hal ini Nampaki terlihat relasii antara persoalani

kepastian hukumi dengan negaranyai.

Menurut Gustafi Redbruch dalami Theo Huijbersi,66 bahwa dalami

pengertian hukumi dapat dikategorikani menjadi tiga golongani yang ketiganyai

diperlukan untuki mencapai padai pengertian hukumi yang memadaii.Aspek yang

pertamai adalah keadilani dalam arti yangi sempit.Keadilani ini berartiikesamaani

63Ibid, hlm. 14.
64Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
hlm.1028.
65U Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia ((Jakarta: Iktiar baru
dan sinar harapan, 1989)) hlm. 388.
66Theo Huibers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta:Penerbit Kanisius,1982)
hlm.163.
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hak untuk semuai orang didepan pengadilani.Aspek yangi kedua adalah tujuani

keadilani atau finalitasi.Aspek ini menentukani isu hukumi, sebab isu hukumi

yang memangi sesuai dengan kehendaki yang ingini dicapai.Aspek yan terakhiri

atau ketigai adalah kepastiani hukumi atau legalitasi.Aspek ini menjamini bahwa

hukumi dapat berfungsii sebagai peratursn yang harusi ditaati. Sehubungani

dengan hal tersebuti ada pendapat darii Profesor Peter Mahmud Marzuki,
67menyatakan:

“Bahwasanyaikepastian hukumi mengandungi dua pengertiani,
yakni: pertamai adanya aturani yang bersifati umum membuati
individui mengetahuii perbuatan apai yang boleh ataui tidak bolehi
dilakukan dan keduai berupa keamanani hukum bagi individui dari
kesewenangani pemerintah karenai dengan adanyai aturan yang
bersifati umum itu individui dapat mengetahuii apa saja yangi oleh
dibebankani atau dilakukani oleh negarai terhadap individui.
Kepastian hukumi bukan hanyai berupa pasal-pasali dalam undang-
undangi, melainkan jugai adanya konsistensii dalam putusani hakim
antara putusani yang satui dengan putusani lainnya untuki kasus
serupa yangi telah diputuskani”

Kepastian hukumi menurut Soedikno Mertokusumo, merupakani salah satui

syarati yangi harus di penuhii dalam penegakani hukum. Dalam hal inii kepastian

hukum diartikani sebagai berikuti:68

“Perlindunganiyustisiabeli terhadap tindakani sewenang-wenangi,
yang berarti bahwai seseorang akan dapati memperoleh sesuatu
yang diharapkani dalam keadaani tertentui”

Menurut Scheltema dalam kaitani dengan menguraikain unsur-unsuri

negara hukumi dimana salahsatui unsur negara hukumi adalah adanyai kepastian

hukum, dalami hal ini unsur turunani dari kepastian hukumi adalahsebagai

berikuti:69

1. Asas Legalitasi;
2. Adanya undang-undangi yang mengaturi tindakan yang berwenangi

sedemikiani rupa, sehinggai warga dapati mengetahui apai yang
diharapkan ;

3. Undang-undangi tidak boleh berlakui surut;
4. Pengendalianiyang bebas dari pengaruhi kekuasaan laini.

67Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008)
hlm.158.
68Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Penerbit Liberty,
1999) hlm. 145.
69I Nyoman Putu Budiartha(n 6) hlm.37.
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Bachsan Mustafa, mengungkapkan bahwai kepastian hukumi itu

mempunyaii tiga maknai, yaitu:70

“Pertama, pastii mengenaii peraturan hukumnyai yang mengatur
masalahi pemerintah tertentui yang abstraki, kedua pasti mengenaii
kedudukani hukum darii subjek hukumidan obyek hukumnyai
dalam pelaksanaani peraturan-peraturani hukum administrasii
negara.Ketigai mencegah kemungkinani timbulnya perbuatani
sewenang-wenangi (eigenrechting) dari pihaki manapun, jugai dari
pihaki pemerintahi.”

Kepastiani hukum sebagaii sebuah nilai tidaki semata-mai selalu

berkaitani dengan negarai dikrenakan intisarii kepastian hukumi adalah masalahi

pelrindungani diri dari tindakani kesewenang-wenangani.Maka dari itu pihak-

pihaki yang melakukani hal tersebut tidaki hanya sebatasi pada negara sajai

melainkan yangi juga bukani dari unsur negarai. Namun aspeki hukum dalami hal

ini seringkalii dikaitkan dengani seberapa jauh perananinegara  dan hubungannyai

dengan paraturi penegak hukum lainnyai. Perlindungan terhadap wargai negara

adalah peranani negara sebagaimana negarai kita anut serta akui dan disebutkani

dalam UUD RI 1945i bahwa negara Indonesiai adalah negara hukumi

(Rechtstaat).Dalami konsep negara hukumi segala penegakannyai diaturi dalami

konstitusii atau undang-undangi, ketika adalai sekelompok pihaki yang

melakukan tindakani kesewenangan makai peranan negarai untuk menegakkan

konstitusii menjadi sangatlahi penting dan menjadii garda utamai dalam

supremasi hukumi.Hal tersebuti dikarenakan negarai menjadi subyeki yang

mendapatkani perintah darii konstitusi dan hukumi untuk melaksanakani

kepentingan umumi menurut ketentuani hukum yang baiki memenuhi nilai-nilaii

keadilan.Dengani adanya negarai dan hukum yangi merupakan perwujudani dari

kehendaki rakyat Indonesiai yang berdaulati.

Untuk pemahamani nilai kepastian hukumi yang harus diperhatikani

adalah bahwa nilaiiiu mempunyaii hubungan yang erat dengani instrument hukum

yang positifi dan peran negara dalami aktualisasi hukum positifi yang berlakui.

Bahkan perani negara tidak hanyai sebatas pada tingkatani itu saja namun sampai

70Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara (Bandung: Citra Aditya Bhakti) hlm. 53.
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kepadai penegakan konstitusii tersebuti.71 Seperti halnyai prinsip keadilani bdan

prinsip kemanfaatani, prinsip kepastiani hukum juga sekaligus merupakani cita-

cita hukumi sebagaimana yangi dipopulerkani oleh Gustaf Radbruch dalam

memahamii hukum yang memadaii melalui 3 aspek, yakni keadilani, kepastian

hukumi dan kemanfaatani karena hal tersbuti itulah kemudian prinsipi kepastian

hukumi menjadi prinsip yang universali berlaku bagii setiap orangi, tidak hanyai

diindonesiai namun jugai bisa dilakukani negara-negara lainnyai.

Prinsip kepastiani hukum telah menjadii asas hukum nasionali disamping

karena merupakani prinsip hukumi universal, jugai di derivasii dari cita hukum

Pancasilai yakni silai ke II (kemanusiaani yang adil dani beradabi), dan sila V

(keadilani sosiali bagi seluruhi rakyat indonesiai).72Sebagaii asas hukumi

nasionali maka prinsipi kepastian hukumi harus menjadii landasani bagi setiap

pembentukani peraturan hukumi. Hal ini dipertegasi melalui ketentuani pasal 6

ayati (1i) huruf I bUndang-undang Nomori 12i Tahun 2011 tentangi

pembentukani peraturan perundang-undangani, dengan maknai bahwa setiapi

materi muatani peraturan perundangani harus dapati mewujudkani ketertiban

dalam masyarakati melalui jaminani kepastian hukumi. Dalam hali ini sudah tentu

termasuki harus menjadii landasani atau dijadikani materi muatani dalam

pembentukani peraturan peraturani perundang-undangani ketenagakerjaan

terutamai bagi pengaturani hukum pekerjaioutsourcingiagar terjamin kepastiani

hukumnyai, baik berkaitani dengan kepastiani hukum hak-hak normatifnyai,

status pekerjai, dan perlindungani hak-haknya ketikai terjadi perselisihan

hubungan industriali.

Kepastian hukumi sebagai salah satui tujuan hukumi mempunyai arah

untuk mewujudkani keadilan.Dengan adanyai kepastian hukumi setiap orang

dapat memperkirakakani apa yang akan dialamii jika melakukani tindakan

hukumi tertentui. Kepastian diperlukani untuk mewujudkani prinsip persamaani

dihadapan hukumi tanpa diskriminasii.Kepastian hukumi merupakan normai

hukum tertulisi.Hukum tanpa nilaii kepastian akan kehilangani makna karenai

tidak dapat lagii digunakansebagaii pedoman perilakui bagi setiap orangi.

Kepastiani sendiri disebuti sebagai salahi satu tujuan dari hukumi.Kepastian

71I Nyoman Putu Budiartha (n 6) hlm. 40.
72Ibid.
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hukumi merupakani pertanyaan yangi hanya bisa dijawabi secara normatifi, bukan

sosiologisi.

Menurut Lon FullerDalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8i

(delapan) asasi yang harusi dipenuhi oleh hukumi, yang apabilai tidak terpenuhii,

maka hukumiakan gagali untuk disebuti sebagai hukumi, atau dengan kata laini

harus terdapati kepastian hukumi. Kedelapan kriteriai hukum yangi baik

menurutiLon Fuller sebagai berikut 73:

1. hukum harusi dituruti semuai orang, termasuki oleh penguasai
negarai;

2. hukumiharusi dipublikasikani;
3. hukum harusi berlakui ke depani, bukani berlakui suruti;
4. hukumiharusi ditulisi secara jelasi, sehingga dapati diketahuii dan

diterapkani secara benari;
5. hukum harusi menghindarii diri dari kontradiksii-kontradiksii;
6. hukum jangani mewajibkan sesuatui yang tidak mungkini

dipenuhii;
7. hukum harusi bersifat konstani sehingga ada kepastian ihukum.

Tetapii harus jugai diubah jika situasii politik dan sosiali berubah;
8. tindakanipara aparati pemerintah dani penegak hukumi haruslah

konsisteni dengan hukumi yang berlakui.

Sudahi umum bilamanai kepastian sudahi menjadii bagian darii suatu

hukumi, hal ini lebih diutamakani untuk normai hukumi tertulis. Hukumi tanpa

nilai kepastianiakan kehilangani kati diri sertai maknanyai, karena tidaki lagi

dapati digunakan sebagaii pedoman perilakui setiap orangi. Kepastian sendirii

hakikatnyai merupakani tujuan utamai dari hukumi.Apabila dilihati secara

historisi banyak perbincangani yang telah dilakukani mengenaii hukum

semenjakimontesquieuimemgeluarkani gagasan mengenaiipemisahan

kekuasaani.74Keteraturani masyarakat berkaitani erat dengan kepastiani dalam

hukumi, karena keteraturani merupakan inti darii kepastian itui sendirii. Dari

keteraturaniakan menyebabkani seseorang hidupi secara berkepastiani dalam

melakukani kegiatan yang diperlukani dalam kehidupani masyarakat. Kepastiani

hukum menghendakii adanya upayai pengaturan hukumi dalam perundang-

undangani yang dibuat olehi pihaki yang berwenangi dan berwibawai, sehinggai

73Munir Fuady, Teori Negara Hukum Moderen (Rechtstaat) (Bandung, 2009).hlm.9.
74Lon Fuller, ‘Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli | Tesis Hukum’
<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> accessed 8
October 2018.
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aturan-aturani itui memilikiiaspekiyuridisiyang dapat imenjamin adanya

kepastiani bahwa hukumi berfungsi sebagaii suatu peraturani yang harus ditaatii.

2.4 Prinsip persamaan dihadapan hukum menurut Undang-Undang

Dasar1945

Sejarahi menunjukkan bahwai pada masa penjajahan Belandai, warga

negara Hindiai Belanda digolongkan ke dalami beberapa golongani rakyat

berdasarkan perbedaani kebudayaan asali.75 Adapun golongani rakyat itu terdirii

dari golongani rakyat Indonesia aslii, golongan rakyat timuri asing, dan golongan

rakyat Eropai.76

Berkaitan dengani rumusan Pasal 27iUUD RI 1945, menurutiUtrecht

kebudayaan asali masing-masing berbedai, sehingga dengani sendirinyai sebagian

dari hukumi yang berlaku bagii masing-masingi golongan rakyati itu masih

belumi samai.77 Perbedaan golongani tersebut tidak disebabkani karena persoalani

agamai di mana meskipuni seseorang wargai negara Indonesiai asli maupun

Timuri asing beragamai Kristen tidak serta-mertai masuk ke dalam golongani

hukum Eropai. Dalami hal ini, agamai Kristen tidaki menyebabkan seseorangi

Indonesia aslii atau seseorangi Timur Asingi termasuk golongani Hukum

Eropai.78Adanya penggolongani penduduki di atas menjadii bahan pentingi dalam

perumusani Pasal 27i ayati 1 UUD RI 1945i. Secarai konseptuali rumusan Pasali

27 ayati 1 ditujukani untuk menghapusi penggolongan tersebuti. Dalam

konsepsiipasal 27i ayat 1 semuai warga negarai dianggap samai, sehingga

ditempatkani dalam kedudukani yang samai di dalam hukumi.

Bagiri Manani menyatakani bahwa Pasal 27i mengandungi atau memuati

beberapai asasi, di antaranyai adalah asas persamaani kedudukan dalami (di

depan) hukumi atau lazim disebuti’equalityi beforei the lawi’,79dan asasi

persamaani kedudukan di dalami (di depan) pemerintahani. Pendapat Bagiri

Manani tersebut tampaknyai didasarkan kepadai frasai “bersamaani kedudukani

di dalami hukumi dan pemerintahani” yang disamakani dengan

75Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang (n 67) hlm.167.
76Ibid.
77Ibid, hlm. 169.
78Ibid, hlm. 168.
79Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun
2006, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) hlm. 40.
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pengertiani“persamaani kedudukani di dalam hukumi dan pemerintahani”.

Dengan demikiani, menurut Bagiri Manan bahwai Pasal 27iUUD RI 1945i

mengandungi asasi atau prinsipipersamaanikedudukanidi dalam hukumi. Menurut

Bagir Manan :

“Bidangihukum persamaani meliputi baiki hukum substantifi maupun
hukumi acara, persamaani di depan hukumi itu harusdibiarkani
terjadi baiki dari sisi substansii hukum maupuni penerapannyai di
pengadilani,materi muatani atau hukumi tertentu tidak bolehi berisi
atau bersifati diskriminafi yaitu membeda-bedakani karena alasani
yang bertentangani dengan prinsipipersamaanikedudukanidi dalam
hukumi,perbedaan dimungkinkani sepanjang perbedaani untuk
memberii manfaat dani perlindungan terhadapi mereka yangi
dibedakan, bukani untuk memencilkani atau mengucilkani mereka
yangi dibedakani.”80

Dengani demikian, bersamaani kedudukan dii dalam hukumi menurut

UUDi RI 1945i selain menempatkani warga negarai pada kedudukani yang samai,

juga sekaligusi memberlakukani hukum yang samai terhadap wargai negara yang

berbedai.

2.5 Teori Harmonisasi Hukum

L.M. Gandhi, dalam “harmonisasii hukum menujui hukum responsifi”

menyebutkanibahwai :

“Harmonisasiidalami hukumi adalahi mencakupi penyesuaianii
peraturani perundang-undangani, keputusan pemerintahi, keputusan
hakimi, sistem hukumi dan asas-asasi hukum dengani tujuan
peningkatani kesatuan hukumi, kepastian hukumi, keadilan dan
kesebandingani, kegunaan dan kejelasani hukum, tanpa
mengaburkani dan mengorbankanipluralisme hukumi”.81

Tanpa adanyai harmonisasi sistemi hukum, akani memunculkani keadaan

tidaki dapat menjamini kepastian hukumi yang dapat menimbulkani gangguan

dalami kehidupan bermasyarakati, ketidaktertibani dan rasa tidaki

dilindungi.Dalami perspektif demikiani masalah kepastiani hukum akani

80Ibid,hlm.31.
81L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif Makalah, Yang Disampaikan
Pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995,  Dalam Moh. Hasan Wargakusumah,
Dkk, 1996/1997, hlm. 28-29.
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dirasakani sebagaii kebutuhani yang hanyai dapat terwujudi melalui harmonisasii

sistem hukumi.82

Kusnu Goesniadhie. S, berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah :

“Upayaiatau prosesi yang hendaki mengatasi ibatasan-batasan
perbedaani, hal-hal yang bertentangani dan kejanggalan dalami
hukumi.Upayai atau prosesi untuk merealisasii keselarasan,
kesesuaiani, keserasiani, kecocokani, keseimbangani diantara
norma-normai hukum di dalami peraturan perundang-undangani
sebagai sistemi hukum dalami satu kesatuani kerangka sistem
hukumi nasionali.83”

Menurut Wicipto Setiadi, pengharmonisan adalah :

“Upayaiuntuk menyelaraskani, menyesuaikani, memantapkani dan
membulatkani konsepsi suatui rancangan peraturani perundang-
undangani dengani peraturani perundang-undangani yang laini, baik
yangi lebih tinggii, sederajat maupuni yang lebih rendahi dan hal-
hal laini selain peraturani perundang-undangan sehinggai tersusun
secarai sistematis, tidaki saling bertentangani atau tumpangi tindih
(overlapping)i.84”

Beberapa pendapat para ahli tersebut diatas tentang harmonisasi hukum,

yang menjadi teori harmonisasi hukum untuk menghindari ketidaksinkronan

hukum, maka tampak unsur-unsur yang membangun atau mengkonstruksi teori

harmonisasi hukum seperti adanya :

1) Penyesuaianiperaturani perundang-undangani, keputusan
pemerintahi, keputusan hakimi, sistem hukumi, dan asas-asas
hukumi.

2) Denganitujuan peningkatani kesatuan hukumi, kepastian hukumi,
kesebandingankegunaani dan keadilani.

3) Kejelasan hukumi, tanpa mengaburkani dan mengorbankan
pluralismi hukumo.

4) Keseimbangani, kesesuaian, keselarasani, keserasiani, dan
kecocokani peraturani perundang-undangani secaraivertikali dan
horizontali.85

82Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-Undangan; Lex
Specialis Suatu Masalah ((Surabaya; JP Books, 2006) hlm.100.
83Kusnu Goesniadhie (n 85).
84Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisan Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas
Perundang-Undangan, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 Tanggal 2 Juni 2004)2004, hlm. 48.
85I Gede Artha, Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut
Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Disertasi Program Doktor Universitas
Brawijaya, Malang) (2002). hlm192.
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Menurut Sidharta, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang

menyebabkan terjadinya Self Contradictory dalam sistem hukum dan instrumen

penyelesaiannya, yaitu :

1) Terjadinyaiinkonsistensii secara vertikali dari segi formati
peraturani yakni peraturani yangi hierarkinyai lebihi rendahi
bertentangani dengani hierarkii peraturani yangi lebihi tinggii,
misalnyai antarai peraturani pemerintahi dengani undang-undangi.
Instrumeni penyelesaiani adalahi asasihukumi lexi superior
derogati legii inferiorii, yang artinyai adalahi peraturani yang
lebihi tinggi tingkatannyaiakan mengesampingkani peraturan yangi
lebih rendahi.

2) Terjadii inkonsisitensii secarai vertikali darii segii waktui yakni
beberapai peraturani yangi secarai hirarkisi sejajari tetapii yang
satui lebihi dului berlaku daripadai yang laini. Instrumen
penyelesainnyai adalah asasi hukum lexi posteriori derogat legii
priorii, yang artinyai adalah peraturani yang lebihi belakangan
akani mengesampingkani peraturan yangi sebelumnyai.

3) Terjadinyai inkonsisitensii secarai horizontali dari segii substansii
peraturani, yaknii beberapai peraturani yangi secarai hirarkis
sejajari tetapii substansii peraturani yang satui lebih umumi
dibandingkani substasii peraturani lainnyai. Instrumen
penyelesaiannyai adalah asas hukumilex specialisti derogate legii
generalisi, yang artinyai adalah peraturani yang lebihi khusus
cakupannyai mengesampingkani peraturani yang lebihi umumi.

4) Terjadinyai inkonsistensii secara horizontali dari substansii dalam
suatui peraturani yang samai. Instrumeni penyelesainnyai adalah
asas hukumilexi posteriori derogati legi priorii, yangi artinya
adalahi pasal yangi mengatur lebihi belakanganiakan
mengesampingkani pasal yang sebelumnyai.

5) Terjadinyai inkonsistensii antara sumberi formal hukumi yang
berbedai, misalnya antarai undang-undangi dan putusani hakim,
instrumenti penyelesaiannyai adalah asas hukumires judicate proi
veritatei habituri, yang artinyai putusan hakimi yang harus
dianggapi benar sekalipuni bertentangani dengani undang-undangi
sampaii ada putusani hakim laini yang mengoreksinyai. Antara
undang-undangi yang bersifati memaksa dan kebiasaani (instrumen
penyelesaiannyai adalah asasi hukumilex durai sed tameni scripta,
yangi artinya undang-undangi tidak dapati diganggu gugati), atau
antarai undang-undangi yang bersifati mengaturi dan kebiasaani,
instrumeni penyelesaiannyai adalah asasi hukumidie normatiei ven
krafti des faktisichen, yang artinyai perbuatani yang berulang-
ulangi akan memberii kekuatani berlaku normatifi.86

86Sidharta,Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia (Menuju
Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia), Kementerian
Bappenas, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM Kerjasama
Dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II (2005). hlm 62-64.
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2.6 Pengawasan Ketenagakerjaan

Dalami pengawasani ketenagakerjaani diindonesia negarai telah

mengaturnyai, yang terdapatidalam  Peraturani Presiden Republiki Indonesia

Nomori 21 Tahuni2010 Tentangi PengawasaniKetenagakerjaani.87 Dalam

peraturan ini ada beberapa hal penting terkait pembahasan Tesis ini, yaitu:

a) Pengawasani Ketenagakerjaani adalah kegiatani mengawasi dani

menegakkani pelaksanaani peraturani perundang-undangani di bidang

ketenagakerjaani(Pasal 1 ayat (1));

b) Pegawaii Pengawas Ketenagakerjaani yang selanjutnyai disebut Pengawasi

Ketenagakerjaani adalah Pegawaii Negeri Sipili yang diangkati dan

ditugaskani dalam jabatani fungsional Pengawasi Ketenagakerjaani sesuai

dengani ketentuan peraturani perundangundangani (Pasal 1 ayat (5)) ;

c) Pengawasani ketenagakerjaani dilakukani dalam satui kesatuan sistem

pengawasani ketenagakerjaani yang terpadui, terkoordinasii, dan terintegrasi

yang meliputi : a. Unit kerjai pengawasan ketenagakerjaani; b. Pengawas

Ketenagakerjaani; dan c. Tata cara pengawasani ketenagakerjaani (Pasal 2) ;

d) Pengawasani ketenagakerjaani oleh unit kerja pengawasani ketenagakerjaan

pada instansii yang lingkup tugasi dan tanggung jawabnyai di bidangi

ketenagakerjaani pada Pemerintahi Pusat, Pemerintahi Provinsi, dan

Pemerintahi Kabupaten/Kotai dilaksanakani secara terkoordinasii (Pasal 5);

e) Pengawasani ketenagakerjaani dilakukan ioleh Pengawasi Ketenagakerjaani

yangi mempunyaii kompetensii dan independenti (Pasal 14);

f) Pengawasi Ketenagakerjaani sebagaimana dimaksudi pada ayati (1) ditunjuki

sesuaii dengan ketentuan iperaturan perundang- undangani.

Fungsi sistemi pengawasan diharapkani memenuhii standar hukumi

internasionali, serta memperkuati pengaturan pengawasani ketenagakerjaani yang

diaturi dalam UU Ketenagakerjaani.i88Berdasarkani ketentuan pasali 103UU

Ketenagakerjaani diatur mengenaii pilar ataui saranai pelayanani pendukung

hubungani industriali:89

1. Serikati pekerja/buruhi;

87Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawas Ketenagakerjaan.(n 19).
88Ikhwan Fahrojih (n 3) hlm. 71.
89Abdul Khakim, Aspek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Antara Peraturan dan
Pelaksanaan) (PT Citra Aditya Bakti 2015) hlm. 15.
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2. Organisasii Pengusahai (APINDO)
3. Lembagai Kerjasamai Bipartiti
4. Lembagai Kerjasamai Tripartiti
5. Peraturani Perusahaani
6. Perjanjiani kerja Bersamai
7. Lembagai PenyelesaianiPerselisihani Hubungani Industriali.
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BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Pelaksanaani sistemiAlih Dayai(outsourcing) sebenarnyai dapati

dilakukani dengani menciptakani hubungani kerjai yangi harmonisidengani

merujuki kepadai pasali28i D ayat 1idan 2 UUD RI 1945i.Olehi karenanyai

hubungani antarai antarai pekerja/buruhi dengani pengusahai dalami sistemi inii

jugai bisai diwujudkani dengani perlindungani hukumi kepadai pekerja/buruhi

sebagaimanai tujuani negarai yangi dituangkani dalami pembukaaniUUDi RIi

1945iyaknii dengani melindungii segenapi bangsai dani seluruhi tumpahi darahi

Indonesiai dani untuki memajukani kesejahteraani umumi berdasarkani Pancasilai

dalami rangkai terwujudkani keadilani sosiali bagii seluruhi rakyati Indonesiai.

Dasari hukumi pengaturani sistemi inii terdapati dalam ketentuani pasal

64i,65i, dan 66iUU Ketenagakerjaani, sistemi ini diartikani sebagaii penyerahani

sebagiano pelaksanaani pekerjaan olehi suatu perusahaani kepada perusahaani

lainnyai dengani perjanjiani tertulisi dan melaluii 2 (dua) carai: perjanjiani

pemborongani pekerjaani atau perjanjiani penyediaani jasa ipekerja/buruh dani

dalami tesisi ini yangi akan dibahasi mendalami adalahi mengenaii penyediaani

jasa pekerjai. Dalami perkembangannyai hinggai saat inii sistemi ini dirasai olehi

pengusahai sebagaii sistemi hubungani kerjai fleksibel, mudahi untuki

mendapatkani pekerja/buruhi sertai mudahi untuki melakukani prosesi

Pemutusani Hubungani Kerjai (PHK) terhadapi pekerjanyai untuki antisipasii

ataui langkahipreventif persaingani globali yangi sangati kompetitifi dengan

tujuani lebihi efisieni, efektif dani produktifi. Dalami perjanjiannyai dapati

berbentuki Perjanjiani Kerjai Waktui Tertentui (PKWT) ataui Perjanjiani Kerjai

Waktui Tidaki Tertentui (PKWTT) dengani tetap memenuhii ketentuani Pasali 59

UU Ketenagakerjaani serta diaturi lebihi jelas dalami Pasali 1 angkai 1

Keputusani Menterii Tenaga Kerjai dan Transmigrasii Nomor:

Kep.100/MEN/VI/2004i Tentangi ketentuani pelaksanaani Perjanjiani Kerjai

Waktui Tertentui (PKWT) .

Dalami hali inii jikai kita pelajarii lebihi detaili tampak adanyai

kekaburaninormaidalam pengaturannyai yang membuati multitafsiri dan rentani

menimbulkani konflik hubungani industriali baik antarai pekerjai,

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


51

pengusahaimaupuni pemerintahi,yakni mengenaii hubungani hukumi melalui

hubungani kerja iyang terhentii antara pekerjai alihi dayai (outsourcing) dengani

perusahaani pemberii kerjai (perusahaan iipengguna pekerja). Hubunganiihukum

hanyai terjadi antarai pekerjai alih dayai (outsourcing) dengani

perusahaanioutsourcingi(Perusahaani penerimai pekerjaani).Akani tetapii jika

dalami prakteki pihaki pemberii kerja yangi bukan perusahaanioutsourcingi dani

tidaki terikati dalam hubungani kerjai dengan pekerjaioutsourcingi dalami

pekerjaani setiapi harinyai memberikani perintahi.Padahali secarai hukum

apabilai persyaratanisecara materiilitidak dipenuhii atau dilanggari akani secarai

otomatisi mengandungi konsekuensii hukumi. Misalnyaiperjanjianiakan batali

demi hukumi dan statusi hubungani kerjai antarai pekerja/buruhi dengani

perusahaanioutsoucingi beralih menjadii hubungani kerja antarai pekerja/buruhi

dengan perusahaani pemberii pekerjaani, padahal sejakiiawal antara

pekerja/buruhi dengan perusahaani pemberii pekerjaan tidaki ada perjanjiani

kerja/hubungan kerjai.

Ketidaksinkronani pengaturani termasuk kekaburani terhadap normai

hukumi diataslahi yang menimbulkani konflik kepentingani antara pengusahai

dan pekerja/buruhi yang biasai disuarakani melalui serikati

pekerja/buruhi.90Pekerja/buruhi menganggapioutsourcingiadalah perbudakani

moderni, juga dinilaii menajdii penyebab hubungani kerja tidaki jelas. Diantarai

hal tersebuti diatasi yang menjadii salahsatui penyebab konfliki hubungan

industriali dalam Tesisi ini yangi menjadi fokusi penulis adalahikepastiani

hukumihaki pemberiiperintahioleh Pemberii Kerja kepadai pekerja/buruhidalam

sistemiAlih Dayai(outsourcing)iyang tidaki ada dalami perjanjiani kerjai

Berdasarkani uraiani diatas, maka penulis merumuskan masalah hukum

diatas menjadi 3 (tiga) isu hukum :

1. Apakahiratio legisihaki pemberii kerjai untuki memberikani perintah kepadai

pekerjaidalami sistemiAlih Dayai(outsourcingi)yangi secara hukumi tidak

memilikii hubungani kerjai?

2. Apakahihaki memberikani perintahi kepadai pekerjaidalami sistemiAlihi

Dayai(outsourcingi) tidaki bertentangani dengani prinsip - prinsipi

hubungani kerjai?

90Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52

3. Bagaimanai konsepikepastiani hukumipengaturanikedepani haki pemberii

kerjaidalami sistemiAlihi Dayai(outsourcing)yangisesuaii dengani prinsip -

prinsipi hubungani kerjai?

Dalami melakukanianalisis rumusani masalahi yang pertamai adalah

denganimenggunakano 2 (duai) pendekataniyang pertamai pendekataniUndang-

Undangi yakni UUi Ketenagakerjaani sertai Peraturani Menteri Tenagai Kerjai

dani Transmigrasii termasuki Putusan Mahkamahi Konstitusii mengenai ialih

dayai (outsourcingi) untukimencari ratioi legishaki pemberii kerjai untuki

memberikani perintahi kepadai pekerja dalami sistem penyediaani jasa pekerjai

yang secarai hukum itidaki memilikii hubungani kerjaidani.yang keduai

pendekatanihistoris yaknii untuk memahamii perubahani dan perkembangani

filosofii yang melandasii aturan hukumi yakni UU Ketenagakerjaanidari waktu ke

waktui.

Rumusani permasalahaniyang keduai adalah menggunakani tigai (3)

pisauianalisisiyang pertamaimenggunakaniprinsip persamaani di hadapani

hukumiMenurutiUUD RI 1945i. keduaiteori harmonsasiimenurutiL.M.

Gandhiyakni mencakupi penyesuaiani peraturan iperundang-undangan,

keputusani pemerintahi, keputusan hakimi, sistem hukumi dan asas-asasi hukum

dengani tujuan peningkatani kesatuan hukumi, kepastian hukumi, keadilan dani

kesebandingani, kegunaani dan kejelasani hukumi, tanpai mengaburkani dan

mengorbankani pluralisme hukumi, yang ketigai teori kepastiani hukum

menurutiLon Fulleri.

Untuk permasalahani yang ketigai adalah menggunakani2 (dua)

pisauianalisispendekatani konseptual yaknii asas konsesualismeidan doktrin-

doktrini prinsip kepastiani hukum supayai pengaturan hukumi kedepan

mengenaiihak pemberii kerja untuki memberikani perintah kepadai pekerja

dalamisistem alihi dayai(outsourcing)didasarii dengan kesepakatani keduai belah

pihaki dan sejalani denganiUU Ketenagakerjaanidan tidaki bertentangani dengan

prinsipikepastian hukumi, terciptanyai kepastian hukumi serta adanyai

harmonisasii antaraiUUD RIi 1945 denganiUU Ketenagakerjaani serta peraturani

turunani lainnyaiyang berkenaani dengan perintahi pemberii kerja kepadai

pekerja dalami sistemialih dayai(outsourcing).

Menariki kesimpulani untuk menjawabi isu hukumi dengan

menggunakani bahan-bahani hukum dani juga non hukumi bilamanai
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perluidijadikani sebagaii penunjangi, sehinggai peneliti dapati menariki

kesimpulani untuk menjawabi isu hukumi.Terakhirisaran yaitui memberikani

preskripsii mengenaiiapa yang seharusnyai merupakani esensiali dari penelitiani

hukumi. Berpegangi kepadai karakteristiki ilmu hukumi sebagaii ilmu terapani,

preskripsii yangi diberikani di dalami kegiatan penelitiani harus dapati mungkin

untuki diterapkani,91 yakni sebagai bahan masukan dalam aturan hukum yang

dibuat oleh pemerintah maupun sebagai bahan kajian-kajian hukum lainnya.

91Peter Mahmud Marzuki (n 11). hlm. 251.
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KERANGKA KONSEPTUAL

SARAN

KESIMPULAN

Ratio legishak pemberi
kerja untuk memberikan
perintah kepada pekerja
alih daya yang secara
hukum tidak memiliki
hubungan kerja

Hak memberikan
perintah kepada
pekerja alih daya
bertentangan
/tidakdengan prinsip-
prinsip hubungan
kerja

Konsep kepastian
hukum pengaturan
hak pemberi kerja
dalam sistem
penyediaan jasa
pekerja yang sesuai
dengan prinsip -
prinsip hubungan
kerja

Pendekatan
Konseptual
(Conceptual
Approach)

1. Asas
konsesualisme

2. Doktrin-doktrin
prinsip
kepastian
hukum

1. Prinsip Persamaan di
hadapan hukum
menurutUUD 1945

2. Teori Harmonisasi
menurut L.M. Gandhi

3. Teori Kepastian Hukum
(Lon Fuller)

1. Pendekatan
Perundang-undangan
(Statute Approach)

2. Pendekatan Historis
(History Approach)

JUDUL

Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk
Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya

(Outsourcing)

LEGAL PROBLEM:

Self Contradictory Peraturan hukum antara Pasal 28 D ayat (1 dan 2)
UUD RI 1945 dengan Pasal 65 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan
mengenai  perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1 Ratio legishak pemberi kerja untuk memberikan perintah kepada pekerja

dalam sistem Alih Daya (outsourcing)yang secara hukum tidak memiliki

hubungan kerja, disebutkan dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 (b)

Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat penyerahan

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainyakni sebatas untuk

memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan

standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

2 Hak memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem Alih Daya

(outsourcing) bertentangan dengan prinsip - prinsip hubungan kerja

dikarenakan tidak adanya hubungan kerja dengan dalam perjanjian kerja,

namun untuk menciptakan prinsip kepastian hukum masing-masing pihak

dapat disebutkan hak memberikan perintah dalam klausul perjanjian kerja

baik dalam bentuk PKWT/Pekerja kontrak ataupun PKWTT/Pekerja

Permanen antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruhnya sehingga

perintah yang diberikan dapat terukur sesuai yang diperjanjikan kedua belah

pihak.

3 Dalam konsep kepastian hukum pengaturan kedepan hak pemberi kerja

dalam sistem penyediaan jasa pekerja yang sesuai dengan prinsip - prinsip

hubungan kerja, dapat dilakukan dengan melakukan revisi/perubahan sesuai

dengan perkembangan kebutuhan hukum saat ini. Revisi/perubahan yang

dimaksud dalam hal ini adalah pada UU Ketenagakerjaan tentang pengaturan

sistem alih daya (outsourcing). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum perlindungan pekerja outsourcing yang diwujudkan dalam

perjanjian kerja, serta menghindari multitafsir terhadap peraturan perundang-

undangan. UU Ketenagakerjaan serta Permenakertrans yang ada saat ini

masih menyebutkan secara umum saja untuk pekerjaan yang bisa di

outsourcing kan sehingga sampai saat ini seringkali perbedaan diselesaikan

dengan Pemutusan Hubungan Kerja dengan berbagai macam alasan
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perusahaan bahkan tidak sedikit diselesaikan sampai ketingkat Pengadilan

Hubungan Industrial.

5.2 Saran

1 Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan sangat penting dalam hal

pengawasan, melalui instansi yang bertanggung jawab di bidangnya,yakni

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawal,

pendampingan, sosialisasi serta melakukan pemeriksaan terhadap

perusahaan-perusahaan outsourcing secara berkala bisa bersama dengan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja Indonesia

(SPSI) supaya antara aturan dan pelaksanaannya berjalan berdampingan dan

melakukan mediasi atau musyawarah mencari solusi kedua belah pihak jika

terjadi perbedaan kepentingan. Dalam hal ini bisa dengan mengoptimalkan

peran lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari (Pemerintah, SPSI, dan

APINDO)

2 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera menginstruksikan

satuan dinas dibawahnya Kabupaten/Kota untuk memerintahkan perusahaan

outsourcing mencatatkan perjanjian kerjanya untuk memastikan isi perjanjian

telah sesuai dengan regulasi yang ada dalam hal ini mewujudkan kepastian

hukum pekerja/buruh.

3 Pemerintah untuk segera membuat regulasi jenis-jenis pekerjaan utama

danpekerjaan penunjang di berbagai sektor usaha (pertambangan,

manufaktur, catering, dan sebagainya) yang kedepannya bisa menjadi acuan

yang lebih jelas dan terukur terhadap pekerjaan yang bisa di

outsourcingsehingga prinsip kepastian hukum dapat terwujud dengan baik.
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